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ABSTRAK 
Wenny Andita (E211 12 008), Implementasi Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) Kesehatan di Badan Layanan Umum Derah (BLUD) Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur, xv + 106 Halaman + 5 Gambar + 4 
Tabel + 34 Daftar Pustaka (1986-2015) + Lampiran. 
BPJS Kesehatan adalah bagian dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang 
merupakan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan bertujuan untuk 
mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi seluruh 
masyarakat Indonesia khususnya bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. 
Oleh karena itu, untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan kebijakan ini, 
dibutuhkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Yang mekanisme 
penyelenggaraannya diatur di dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 71 
Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional dan 
Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.  
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
implementasi kebijakan BPJS Kesehatan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun penggunaan data yang 
digunakan adalah wawancara dengan key informan kurang lebih satu bulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan BPJS 
Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur sudah cukup memuaskan, 
meskipun masih terdapat kendala yang harus bisa diatasi dan diperbaiki. Menurut hasil 
penelitian berdasarkan pendekatan lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan 
pendekatan terwujudnya dampak yang dikehendaki yang dikemukakan oleh Randall B. 
Repley dan Grace A. Franklin ada beberapa kendala yang ditemukan. Diantaranya yaitu 
ada klaim peserta BPJS Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo yang belum dibayarkan oleh 
pihak BPJS Kesehatan dan defisit penerimaan yang dialami pada bagian Obygn. 
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Wenny Andita (E211 12 008), Implementation of Policies Social Security Agency of 
Health (BPJS) in The Public Service Board (BLUD) Regional Public Hospital (RSUD) I 
Lagaligo Luwu Timur Regency, xv + 106 Pages + 5 Pictures + 4 Table + 34 Literatures 
(1986-2015) + Lampiran. 
BPJS Health is part of JKN (National Health Insurance) which is the 
government's policy in the field of health and aims to realize the implementation 
of a guarantee decent healthcare for all the people of Indonesia, especially for 
participants and / or their family members. Therefore, o support the successful 
implementation of this policy requires health facilities such as hospitals. Its 
mechanism of implementation is set in the Health Ministry Regulation Number 71 
of 2013 on Health Care On the National Health Insurance and the Ministry of 
Health regulation Number 28 of 2014 on Guidelines for the Implementation of the 
National Health Insurance Program. 
 Generally, this study aims to determine how policy implementation BPJS 
Health and the factors that influence policy implementation in BLUD RSUD I 
Lagaligo Luwu Timur Regency. This study used descriptive qualitative method. 
The use of the data used were interviews with key informants approximately one 
month. 
 The results showed that the general implementation of the policy BPJS 
Health in BLUD RSUD I Lagaligo Luwu Timur regency is quite satisfactory, 
although there still are obstacles that must be addressed and corrected. 
According to the results of research based approach to the smooth 
implementation of the routine functions and approach to the realization of the 
desired effect proposed by Randall B. repley and Grace A. Franklin there are 
several problems were found. Among which there are claims of participants BPJS 
Health in  BLUD RSUD I Lagaligo unpaid by the BPJS Health and reception 
deficit were experienced in the Obygn. 
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I.1 Latar Belakang 
Keberhasilan suatu Negara dapat dilihat dari terwujudnya tujuan 
pembangunan nasional. Dan salah satu tolok ukur keberhasilan tersebut adalah 
tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan menjadi poin utama karena 
berkenaan dengan penghidupan yang layak bagi setiap masyarakat seperti 
tersedianya sarana dan prasarana pendidikan hingga yang menyangkut 
kebutuhan dasar kesehatan. Karena permasalahan kesehatan menjadi fokus 
utama pemerintah dalam memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat yang 
tercantum di dalam Undang-Undang Dasar  Pasal 34 ayat 3 yang berbunyi 
“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 
fasilitas pelayanan umum yang layak”. 
 Kesehatan adalah kebutuhan primer manusia untuk menjalankan fungsi 
dan peranannya sehingga mampu memperoleh kesejahteraan, dan menjadi hak 
bagi setiap warga Negara. Namun ketidakmerataan akses pelayanan kesehatan 
di setiap daerah menyebabkan tidak banyak masyarakat yang mendapatkan 
fasilitas pelayanan yang memadai. Sehingga pada tahun 2000 dikeluarkanlah 
konsep pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kemudian 
disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Yang kemudian di dalamnya terdapat Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu dari beberapa program unggulan 
yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. 
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JKN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial 
dan prinsip ekuitas, serta bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan 
kesehatan yang mencangkup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan 
rehabilitative. Selain itu melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat 
mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, 
mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, dan memasuki usia lanjut atau 
pensiun. Sehingga untuk mendukung pelaksanaan program tersebut pemerintah 
membentuk suatu badan penyelenggara sistem jaminan sosial nasional yang 
kemudian disahkan pada tanggal 29 Oktober 2011 dan dirumuskan kedalam 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Bandan Penyelenggara jaminan 
Sosial (BPJS).  
BPJS Kesehatan hadir sebagai sebuah badan hukum pemerintah yang 
memiliki tugas khusus yaitu menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan 
bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima 
Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta 
keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Dan bertujuan 
untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak 
bagi setiap Peserta dan/ atau anggota keluarganya. Badan publik ini terbentuk 
berdasarkan hasil transformasi dari PT Askes (Persero) yang pelaksanaannya 
mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2014.  
Berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS Kesehatan, dapat diketahui 
bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 tercatat jumlah masyarakat yang terdaftar 
sebagai peserta BPJS Kesehatan adalah sebesar 124.553.040 jiwa, sedangkan 
data per 8 Agustus 2014 menyebutkan bahwa jumlah total peserta BPJS 
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Kesehatan adalah 126.487.166 jiwa (Data Kinerja BPJS Kesehatan Semester I, 
2014). Sedangkan per 4 Desember 2015 jumlah peserta BPJS Kesehatan 
mencapai 155.189.547 jiwa yang terdiri dari 98.125.684 peserta Penerima 
Bantuan Iuran (PBI) dan 57.063.863 jiwa peserta non-Penerima Bantuan Iuran 
(Non PBI) (Sigit, 2015).  
Data di atas menggambarkan bahwa jumlah peserta BPJS Kesehatan 
selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan menandakan bahwa 
masyarakat saat ini mulai menyadari akan pentingnya pemeliharaan kesehatan. 
Tingginya animo masyarakat terhadap kebijakan ini juga diiringi dengan 
penyediaan fasilitas kesehatan (faskes). Pemerataan penyediaan faskes yang 
layak menjadi bahan pertimbangan karena keberadaannya sangat mendukung 
proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan di masing-masing daerah, tidak 
hanya di perkotaan, tetapi juga di pedesaan sampai di wilayah yang sulit 
dijangkau. Dan untuk mengatur mekanisme penyelenggaraannya kementrian 
kesehatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 
Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional 
dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 
Dengan dikeluarkannya peraturan ini, otomatis seluruh faskes mulai dari 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga Fasilitas Kesehatan Rujukan 
Tingkat Lanjutan (FKRTL), memiliki acuan atau pedoman yang jelas dalam 
menyelenggarakan Pelayanan BPJS Kesehatan. Dan salah satu faskes yang 
menjadi penyelenggara dari kebijakan tersebut adalah rumah sakit.  
Keberadaan rumah sakit sebagai mitra dari BPJS Kesehatan merupakan 
fokus utama penelitian. Karena salah satu faskes yang banyak dikunjungi oleh 
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peserta BPJS Kesehatan adalah rumah sakit.  Keberadaan faskes ini sebagai 
provider tingkat lanjutan sangat dibutuhkan karena keseluruhan hasil rujukan dari 
FKTP penanganannya dilakukan di rumah sakit. Peserta asuransi kesehatan 
sosial berhak mendapat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dilakukan di 
puskesmas atau dokter keluarga, sedangkan pelayanan kesehatan tingkat 
lanjutan baik untuk Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat 
Lanjutan (RITL) diselenggarakan oleh Rumah Sakit yang bekerja sama dengan 
PT. Askes (Persero), (Pedoman Bagi Peserta Askes Sosial dalam Bata, 2013 : 
3).  
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) I Lagaligo merupakan rumah sakit yang bertipe C dan diproyeksi 
sebagai satu-satunya rumah sakit pemerintah yang menerima pelayanan rujukan 
dari puskesmas untuk wilayah kabupaten Luwu Timur dan sekitarnya. Rumah 
sakit ini merupakan milik pemerintah kabupaten Luwu Timur yang terletak di 
kecamatan Wotu dan menjadi mitra kerja BPJS Kesehatan untuk 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat khususnya 
pasien pengguna BPJS Kesehatan. Rumah sakit ini menyediakan 12 rungan 
perawatan dengan jumlah total tempat tidur sebanyak 141 buah. Adapun jumlah 
tenaga medis yaitu sebanyak 26 orang, tenaga perawat sebanyak 108 orang, 
dan tenaga kesehatan lainnya sebanyak 192 orang.  
Keberadaan rumah sakit ini di kabupaten Luwu Timur sangat mendukung 
terselenggarannya kebijakan BPJS Kesehatan dan memancing animo 
masyarakat untuk melakukan pengobatan serta mendapatkan pelayanan 
kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh BLUD 
RSUD I Lagaligo pada tahun 2015 yang menggambarkan grafik jumlah 
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kunjungan pasien pada pelayanan medik unit rawat jalan poli klinik dan 
pelayanan medik instalasi rawat inap selama dua tahun terakhir yaitu 2014 dan 
2015. Untuk jumlah kunjungan pasien BPJS Kesehatan/ JKN pada unit rawat 
jalan poli klinik adalah tahun 2014 sebesar 12.838 (34%) dan tahun 2015 
sebesar 16.837 (45%). Sedangkan untuk jumlah kunjungan pasien BPJS 
Kesehatan/JKN pada instalasi rawat inap adalah tahun 2014 sebesar 4.174 
(36%) dan tahun 2015 sebesar 5.555 (44%). 
Namun sejalan dengan bertambahnya jumlah pasien tersebut, juga 
diiringi dengan banyaknya permasalahan yang muncul. Berdasarkan informasi 
yang diperoleh dari beberapa staf rumah sakit terkait penyelenggaraan BPJS 
Kesehatan, terdapat beberapa kendala di dalam penyelenggaraannya seperti 
diantaranya kasus keterlambatan penerbitan SEP (Surat Elegibilitas Pasien) 
beberapa orang pasien peserta BPJS Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo 
sehingga klaimnya tidak dapat dibayarkan oleh pihak BPJS Kesehatan. Selain 
itu, defisit pendapatan yang dialami oleh bagian pelayanan medik poli obygn 
setiap tahunnya. Dengan demikian hal tersebut mempengaruhi efektifitas 
pelaksanaan kebijakan BPJS Kesehatan itu sendiri. 
Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Implementasi Kebijkan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur”. 
I.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang 
diteliti dirumuskan sebagai berikut:  
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a. Bagaimanakah penyelenggaraan dari kebijakan BPJS Kesehatan di 
BLUD RSUD  I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur?  
b. Apa saja yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat dari 
diselenggarakannya kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD RSUD I 
Lagaligo Kabupaten Luwu Timur? 
I.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah 
yaitu:  
a. Untuk mengetahui penyelenggaraan kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD 
RSUD I lagaligo Kabupaten Luwu Timur. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dari 
diselenggarakannya kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD RSUD I 
Lagaligo Kabupaten Luwu Timur. 
I.4 Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 
acuan untuk digunakan sebagai berikut: 
1. Akademis 
Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai 
suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu 
pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi 
peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang 
sama. 
2. Manfaat Praktis 
  Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
masukan positif bagi pihak pemerintah daerah Luwu Timur dalam 
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pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Implementasi 
kebijakan BPJS Kesehatan serta sebagai bahan acuan khususnya bagi 
Rumah Sakit I Lagaligo dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada 



























II.1 Konsep Kebijakan Publik 
II.1.1 Pengertian Kebijakan 
 Konsep dasar tentang kebijakan publik sebenarnya bermula dari bangsa 
Yunani dan Romawi yang mengambil konsep publik dan privat. Bangsa Romawi 
mendefinisikan kedua istilah tersebut dalam term res publica dan res priva. 
Gagasan publik dan privat pada masa Yunani kuno diekspresikan dalam istilah 
konion (yang dapat diartikan publik) dan idion (yang bisa diartikan privat). 
Kemudian sejarah studi kebijakan publik sudah dapat dirasakan keberadaannya 
sejak abad ke 18 SM pada masa pemerintahan Babilonia yang disebut dengan 
Kode Hammurabi. Kode ini mengekspresikan keinginan membentuk ketertiban 
publik yang bersatu dan adil pada masa ketika Babilonia mengalami transisi dari 
Negara kota kecil menjadi wilayah yang luas (Fermana, 2009 : 30-31). 
         Istilah “Kebijakan” dan “Publik” dalam Kebijakan Publik dapat disimak 
melalui beberapa defenisi tentang kebijakan publik yang dikumpulkan dari 
berbagai macam literatur. Pendefinisian berguna untuk menyediakan informasi 
bagi para perumus dan penganalisis kebijakan publik dikemudian hari manakala 
mereka berdiskusi dalam ruang politis (Nawawi, 2009 : 7). Sedangkan menurut 
Nugroho (2003) dalam (Nugroho, 2014 : 105), kebijakan publik tidak pernah 
muncul di “ruangan khusus”. Kebijakan publik sebagai studi bagaimana, 
mengapa dan apa efek dari tindakan aktif (action) dan pasif (inaction) pemerintah 
atau kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, 
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mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan 
tersebut (Fermana, 2009 : 34). 
         Parson (2001 : xi) dalam bukunya yang berjudul Public Implementation  
mengatakan bahwa: 
“kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-  
persoalan tersebut disusun (constructed) dan didefenisikan, dan 
bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan 
agenda politik.”  
 
 Furlong (2005) seperti yang dikutip oleh Nugroho (2014 : 105) yang 
berpendapat bahwa: 
“kebijakan publik tidak dibuat dalam keadaan vakum. Kebijakan publik 
dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, nilai politik yang berlaku dan 
suasana hati masyarakat pada suatu waktu, struktur pemerintahan, norma 
nasional serta norma budaya local, merupakan variabel yang lain.” 
 
         Pandangan berbeda disampaikan oleh Thoha (2008 : 106-107) terkait 
policy yang menyimpulkan bahwa policy di satu pihak dapat berbentuk suatu 
usaha yang komplek dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain 
pihak policy merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan 
menimbulkan insentif. William N. Dunn (1994), mengatakan bahwa kebijakan 
publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang 
dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang 
menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energy, 
kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan 
lain-lain. Dan Pasolong (2010 : 39) mengartikan kebijakan publik ke dalam 
beberapa poin yaitu: (1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa 
tindakan-tindakan pemerintah, (2) Kebijakan publik harus berorientasi kepada 
kepentingan publik, dan (3) Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif 
untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan 
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publik. Dye dalam Anshori et al. (2012 : 75) mendefenisikan kebijakan publik 
sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka 
melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda 
(what government do, why they do it, and what difference it makes). Dan Output 
dari hubungan yang saling mempengaruhi dalam proses politik dalam institusi 
demokrasi; antara legislatif; eksekutif; peradilan; dan pemerintah nasional serta 
daerah; akan menjadi kebijakan publik 
          Namun untuk memahami berbagai defenisi kebijakan publik, ada baiknya 
jika membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik 
seperti yang diutarakan oleh Young dan Quinn (2002) dalam Suharto (2005 : 44-
45) yaitu: 
1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan 
yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang mewakili 
kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya. 
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan 
publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang 
berkembang di masyarakat. 
3. Seperangkat kegiatan yang berorientasi kepada tujuan. Kebijakan publik 
biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari 
beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan 
tertentu demi kepentingan orang banyak. 
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 
Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk 
memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan 
berdasarkan keyakinan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan 
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dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya 
tidak memerlukan tindakan tertentu. 
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. 
Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-
langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah 
dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan 
pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah. 
         Intinya dari semua pengertian tentang kebijakan publik, apapun 
bentuknya, merupakan suatu landasan hukum yang sah bagi Pemerintah untuk 
mengambil tindakan. Oleh karena itu, suatu kebijakan publik haruslah dibuat 
dengan penuh pertimbangan dan diimplementasikan secara baik agar kebijakan 
tersebut berdaya guna dan berhasil guna (Fatih, 2010 : 2). 
II.1.2 Proses Kebijakan Publik 
 Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual 
yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis 
tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencangkup penyusunan 
agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan 
penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, 
rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang 
lebih bersifat intelektual (Subarsono, 2005 : 8).  
 Siklus hidup atau tahap-tahap dari suatu kebijakan pada dasarnya adalah 
dimulai dari perumusan masalah, identifikasi alternate solusi, penilaian alternatif, 
seleksi alternatif, implementasi kebijakan dan kembali pada perumusan masalah. 
Di sela-sela tahap-tahap tersebut terdapat aktivitas evaluasi maupun interpretasi 














James Anderson (1979) dalam Nawawi (2009 : 15-16) menetapkan proses 
kebijakan publik sebagai berikut: 
1. Formulasi masalah (problem formulation): 
2. Apa masalahnya? Apa yang membuat masalah tersebut menjadi rapat 
dalam agenda pemerintah? 
3. Formulasi kebijakan (formulation): 
4. Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk 
memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam 
formulasi kebijakan? 
5. Penentuan kebijakan (adoption) : bagaimana alternatif ditetapkan? 
Persyaratan /  kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan 
melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk 




















6. Implementing (implementation) : Siapa yang terlibat dalam implementasi 
kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan? 
7. Evaluasi (evaluation): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak 
kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi 
dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan 
perubahan atau pembatalan.   
II. 2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik 
II.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan 
 Implementasi kebijakan jika dipandang dalam pengertian yang luas, 
merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-
undang. Menurut Lester dan Stewart dalam (Winarno, 2007 : 144) Implementasi 
dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana 
berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk 
menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau 
program-program. 
          Implementasi merupakan salah satu bagian dari tahapan kebijakan publik 
yang memiliki peran kedua setelah formulasi kebijakan. Implementasi sering 
diartikan sebagai pelaksanaan atau pengaplikasian dari suatu kebijakan publik. 
Konsep implementasi banyak disumbangkan oleh para pakar diantaranya yaitu 
Wahab dalam (Akib, VOL 1 Nomor 1 2010 : 1) dan beberapa penulis 
menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun 
pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan 
implementasi kebijakan. Sedangkan Meter dan Horn dalam (Safawi et al., VOL 3 
Nomor 2 2012 : 132) mendefenisikan Implementasi Kebijakan sebagai tindakan 
yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun 
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kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 
keputusan kebijakan. Ripley dan Franklin dalam (Sidik, VOL 19 Nomor 1 2015 : 
29) mendefinisikan bahwa Implementasi kebijakan publik adalah  
“apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan 
otoritas program,kebijakan,keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran 
nyata (tangible output). Inti dari maksud implementasi kebijakan public 
adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver 
policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok 
sasaran (target group) sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan.” 
  
 Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) dalam (Setyati dan Utomo, VOL 
19 Nomor 1 2015 : 61) memberikan pengertian implementasi dengan 
menyatakan bahwa:  
“proses implementasi atau pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang 
dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. 
 
 Studi Implementasi adalah studi perubahan: bagaimana perubahan terjadi, 
bagaimana kemungkinan perubahan bias dimunculkan. Ia juga merupakan studi 
tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana organisasi di luar dan di 
dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; 
apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang 
mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda Jenkis (1978) dalam 
(Parsons, 2001 :463). 
Grindle dan Quade dalam (Rifandi dan Maryani, VOL 5 Nomor 1 2014 : 
122), menyatakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan 
publik harus memperhatikan variable kebijakan, organisasi, dan lingkungan. 




Berbeda halnya dengan Riant Nugroho (2014 : 213-214) yang 
menawarkan sebuah premis yaitu keberhasilan kebijakan publik di Negara-
negara berkembang, 20% berasal dari perumusan atau perencanaan yang 
sangat bagus, 60% berkontribusi dari implementasi yang genius, dan 20% dari 
seberapa berhasil dalam control implementasi”. 
 Ripley dan Franklin (1986 : 232-233) merumuskan kriteria pengukuran 
keberhasilan implementasi melalui tiga aspek yaitu: (1) tingkat kepatuhan 
birokrasi terhadap kebijakan; (2) lancarnya pelaksaan rutinitas fungsi dan tidak 
adanya kendala; serta (3) terwujudnya kinerja dan dampak yang diinginkan. 
Sedangkan menurut Goggin, proses implementasi kebijakan sebagai upaya 
transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih 
rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variable: (a) dorongan dan 
paksaan pada tingkat federal; (b) kapasitas pusat/Negara; dan (c) dorongan dan 
paksaan pada tingkat pusat dan daerah (Rifandi dan Maryani, VOL 5 Nomor 1 
2014 : 122). 
 Suharto (2005 : 79) menyebutkan bahwa tahapan implementasi kebijakan 
melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemberitahuan kepada publik 
mengenai pilihan kebijakan yang diambil, instrument kebijakan yang digunakan, 
staf yang akan melaksanakan program, pelayanan-pelayanan yang akan 
diberikan anggaran yang telah disiapkan, dan laporan-laporan yang akan 
dievaluasi. Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat 
dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi 
kebijakan atau program (Akib, VOL 1 Nomor 1 2010 : 4). Karena konsistensi 
impelentasi kebijakan nasional menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu 
bangsa (Nugroho, 2014 : 53).  
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 Untuk menemukan keberhasilan di dalam pengimplementasian suatu 
kebijakan maka diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk dilakukan oleh para 
aktor implementasi demi mendukung kesuksessan kebijakan yang ada. Karena 
keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses 
dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-
tujuan yang ingin diraih (Agustino, 2006 : 139).  
II.2.2 Langkah-langkah Implementasi Kebijakan 
 Implementasi kebijakan merupakan proses kedua di dalam perumusan 
kebijakan setelah melalui tahapan formulasi kebijakan. Dan di dalam 
pelaksanaannya terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan. Nugroho 
(2014 : 243) merumuskanya menjadi tiga langkah dengan tujuan agar 
implementasi akan berhasil sebelum mulai mengimplementasikannya. Adapun 
langkah-langkah tersebut yaitu: 
1. Penerimaan kebijakan. Pemahaman public bahwa kebijakan adalah “aturan 
permainan” untuk mengelola masa depan. Khusus pengimplementasi 
kebijakan, seperti birokrat memahami bahwa kebijakan sebaiknya 
dilaksanakan dengan baik – bukan sebagai keistimewaan. 
2. Adopsi kebijakan. Publik setuju dan mendukung kebijakan sebagai “aturan 
permainan” untuk mengelola masa depan. Khusus pengimplementasi 
kebijakan, seperti birokrat memahami bahwa kebijakan sebaiknya 
dilaksanakan dengan baik – bukan sebagai keistimewaan. 
3. Kesiapan Strategis. Publik siap untuk berpartisipasi dalam implementasi 
kebijakan dan birokrat siap untuk menjadi pengimplementasi utama; seperti 




II.2.3 Teori Implementasi Kebijakan 
 Andy Al Fatih (2010 : 48-53) dalam bukunya “Implementasi Kebijakan dan 
Pemberdayaan Masyarakat” menyebutkan bahwa teori implementasi kebijakan 
publik dapat dilihat melalui tiga model yaitu: 
1. Model The Top Down Approach: Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn 
 Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan 
kebijakan publik dengan sempurna, maka diperlukan beberapa persyaratan 
tertentu, yaitu: 
a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan 
menimbulkan gangguan/kendala yang serius. 
b. Tersedia waktu dan sumber daya yang cukup memadai. 
c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. 
d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas 
yang handal. 
e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai 
penghubungannya. 
f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. 
g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 
h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. 
i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 
j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang/kekuasaan dapat menuntut dan 
mendapatkan keputusan yang sempurna. 
 Model ini terdiri dari 10 point yang harus diperhatikan dengan saksama 
agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Ada beragam 
sumber daya, misalnya, waktu, keuangan, sumber daya manusia, peralatan, 
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yang harus tersedia dengan memadai. Di samping itu, sumber daya yang 
memadai tersebut harus dalam kombinasi yang berimbang. Tidak boleh terjadi, 
misalnya, sumber daya manusia cukup tetapi peralatan tidak memadai, atau 
sumber keuangan memadai, tetapi ketersediaan waktu dan keterampilan tidak 
cukup. Hambatan lain, kondisi eksternal pelaksana harus dapat dikontrol agar 
kondusif bagi implementasi kebijakan. 
2. Model Van Meter dan Van Horn 
 Menurut Model ini, untuk mencapai kinerja kebijakan secara berhasil guna, 
ada beberapa variabel yang berperan. Bahkan beberapa faktor yang 
berpengaruh terhadap kinerja kebijakan tersebut saling memengaruhi antara 
yang satu dengan yang lainnya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah: 
a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 
b. Sumber Daya 
c. Karakteristik Organisasi Pelaksana 
d. Sikap (desposition) Para Pelaksana 
e. Komunikasi antar organisasi pelaksana 
f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik 
3. Teori Ripley and Franklin 
Dalam buku mereka yang berjudul Policy Implementation and Bureacracy, 
Randall. B. Ripley and Grace A. Franklin (1986 : 232-233), menulis tentang three 
conceptions relating to successful implementation sambil menyatakan: 
“the notion of success in implementation has no single widely accepted 
definition. Different analists and different actors have very different 
meanings in mind when they talk about or think about successful 





Sehubung dengan three dominant ways of thinking about successful 
implementation tersebut, selanjutnya mereka menyatakan ada analists dan 
actors yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan yang berhasil dinilai, 
pertama, memakai ukuran tingkat kepatuhan (degree of compliance). Namun, 
yang kedua, ada juga yang mengukur dengan adanya kelancaran rutinitas fungsi. 
Oleh karena Ripley dan Franklin menganggap kedua parameter tersebut “is too 
narrow and have limited political interest.” Maka mereka mengajukan perspective 
yang ketiga, yaitu dampak yang diinginkan. Mereka mengutarakan ini dengan 
mengatakan “we advance a third perspective, which is that successful 
implementation lads to desired… impact from whatever program is being 
analyzed.” Jadi menurut Repley dan Franklin (1986 : 232-233) ada 3 perspektif 
yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan 
yaitu: 
a. Success should be measured by the degree of compliance on the part of 
bureaucratic underlings to their bureaucratic superiors or by the degree of 
compliance on the part of bureaucracies in general with specific mandates 
contained in the statute. The compliance perspective merely speaks to the 
question of bureaucratic behavior. While bureaucratic behavior may be 
interesting to student of organizational theory it has little interest, in its narrow 
sense, to students of politics or to participants or citizens trying to make 
sense out of the confusion and complexity of public policies and programs. 
 
b. Successful implementation is characterized by smoothly functioning routines 
and the absence of problems. Accepting the smoothness-lack of disruption 
perspective would mean, given what we have observed about policy 
implementation, that successful implementation would generally be possible 
only in the distributive and competitive regulatory arenas. By definition, 
almost no instances of protective regulatory or redistributive policy could be 
successful. Coflict is not, in our view, necessarily bad. When passion run 
high, as they do most of the time in protective regulatory and redistributive 
questions, politics is a perfectly natural way for actors to pursue their 
conflicting ends. 
 
c. Successful implementation leads to desired performance in and impacts 
from whateverprogram is being analyzed. This perspective is the most 
appealing to us – despite problems we will discuss below – because 
governmental implementation activity is valuable only if it achieves 
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something. Of what problems should the students of implementation be 
aware if this perspective is adopted? 
 
II.2.4 Faktor-Faktor Keberhasilan Implementasi kebijakan 
Ketiga faktor ini akan diuraikan, dan setiap faktor memiliki beberapa 
indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran dalam melihat tingkat keberhasilan 
implementasi kebijakan (Repley dan Franklin, 1986 : 232-233) sebagai berikut: 
1. Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan Yang Berlaku 
Beberapa pendapat berpandangan bahwa keberhasilan harus diukur dengan 
tingkat kepatuhan dari bawahan birokrasi kepada atasan birokrasi mereka 
atau dengan tingkat kepatuhan pada bagian dari birokrasi pada umumnya 
dengan mandat khusus yang terkandung di dalam undang-undang. 
Perspektif kepatuhan hanya berbicara tentang perilaku birokrasi. Sedangkan 
perilaku birokrasi mungkin menarik untuk mahasiswa dari teori organisasi 
memiliki sedikit minat, dalam arti sempit, untuk siswa atau untuk peserta atau 
warga mencoba untuk masuk akal dalam kebingungan dan kompleksitas 
kebijakan dan program publik. 
2. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi  
Perspektif kedua berpendapat bahwa keberhasilan pelaksanaan ditandai 
dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah. Adanya 
kelancaran dan kurangnya gangguan berarti perspektif ini mengingatkan  apa 
yang telah kita amati tentang implementasi kebijakan, bahwa keberhasilan 
pelaksanaan umumnya hanya akan berada di arena peraturan distributif dan 
kompetitif. Menurut definisi, hampir tidak ada contoh dari kebijakan peraturan 
atau redistribusi pelindung bisa sukses. Konflik tidak, dalam pandangan kami, 
selalu buruk. Ketika hasrat menjalankan tinggi, seperti yang mereka lakukan 
sebagian besar waktu di pertanyaan regulasi dan redistributif pelindung, 
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politik adalah cara yang wajar bagi pelaku untuk mencapai tujuan yang saling 
bertentangan dengan mereka. pembuatan kebijakan dan implementasi 
kebijakan Amerika sangat dipolitisir di semua titik. Sejak politisasi adalah 
seperti fitur dasar dari sistem kami, dapat dikatakan  pelaksanaan yang 
kurang berhasil itu ditunjukkan sejauh politik konfliktual masuk akal. Untuk 
memastikan, hasil dari politik dapat membuat campuran dari setiap program 
yang spesifik, tapi itu adalah pertanyaan terpisah. 
3. Terwujudnya Dampak Implementasi Yang Dikehendaki 
Kami berpikir bahwa kedua konsep keberhasilan ini terlalu sempit dan hanya 
terbatas pada kepentingan politik saja. Oleh karena itu, kami mengajukan 
perspektif yang ketiga, yaitu keberhasilan pelaksanaan mengarah pada 
kinerja yang diinginkan dan dampak dari program yang sedang dianalisis. 
Perspektif ini adalah yang paling menarik bagi kita - meskipun masalah kita 
akan bahas di bawah - karena pelaksanaan kegiatan pemerintah yang 
berharga hanya jika mencapai sesuatu. Apa masalah yang harus disadari 
oleh siswa implementasi jika perspektif ini diadopsi? 
a. Pertama, tidak ada cara sekitar kenyataan bahwa yang diinginkan adalah 
tidak obyektif, konsep netral. keinginan yang berkaitan dengan nilai-nilai 
yang dipegang oleh satu orang atau lebih. Dalam beberapa kasus hampir 
semua pihak terkait dapat menyepakati sifat kinerja yang diinginkan dan 
dampaknya. Dalam kasus lain aktor cenderung tidak setuju. Analisis 
implementasi harus, ketika ada konflik nilai, menyadari dan 
memperhitungkan itu. Ini berarti bahwa analis dapat menilai keberhasilan 
dari beberapa perspektif nilai yang berbeda (termasuk dirinyanya sendiri, 
asalkan jelas diberi label) pada waktu yang sama. Dan, tergantung pada 
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isi perspektif mereka, pelaksanaan program yang sama dapat diberi label 
sukses dari satu perspektif dan kegagalan dari yang lain. 
b. Kedua, dampak program adalah konsep yang sangat rumit. Ada berbagai 
tingkatan dampak, dan banyak dampak mengambil waktu yang sangat 
lama untuk muncul. Mempertimbangkan program pembangunan untuk 
pusat kesehatan setempat, misalnya. Menggunakan atau tidak 
menggunakan pasien sebagai pusat pengukuran, tetapi ini hanya satu, 
langsung, pertama – dampak lain. Tambahan lagi – memasukkan sederet 
dampak pengurangan waktu yang hilang dari pekerjaan atau sekolah 
karena sakit. Peningkatan produktivitas di sekolah atau bekerja karena 
kesehatan yang baik, dan perbaikan dalam tingkat morbiditas (sakit) dan 
mortalitas. Tetapi efektifitasnya  membutuhkan waktu lama untuk diamati. 
II.3 BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) 
 BPJS kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh 
pemerintah untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) yang ditujukan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Pembentukan BPJS 
Kesehatan ini berlandaskan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS 
dan mekanisme atau tata cara pelaksanaannya di atur dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 71 Tahun 2013 tentang 
Pelayanan kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. 
II.3.1 Peserta Jaminan kesehatan  
Setiap orang, termasuk orang asing yag bekerja paling singkat 6 (enam) 
bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi: 
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1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) : fakir miskin dan orang 
tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI) : terdiri dari: 
 Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya: 
a. Pegawai Negeri Sipil; 
b. Anggota TNI; 
c. Anggota Polri; 
d. Pejabat Negara; 
e. Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri; 
f. Pegawai Swasta; dan  
g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd f yang menerima Upah. 
Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. 
 Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya  
a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan 
b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah. 
Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. 
 Bukan pekerja dan anggota keluarganya 
a. Investor; 
b. Pemberi Kerja; 
c. Penerima Pensiun, terdiri dari:  
- Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun; 
- Anggota TNI dan anggota Polri yang berhenti dengan hak 
pensiun; 
- Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun; 
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- Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun yang 
mendapat hak pensiun; 
- Penerima pensiun lain; dan  
- Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun lain 
yang mendapat hak pensiun. 
d. Veteran; 
e. Perintis Kemerdekaan; 
f. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis 
Kemerdekaan; dan 
g. Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd e yang mampu 
membayar iuran. 
II.3.2 Anggota Keluarga yang Ditanggung 
1. Pekerja Penerima Upah : 
 Keluarga inti meliputi istri/suami dan anak yang sah (anak kandung, 
 anak tiri dan/atau anak angkat), sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. 
 Anak  kandung,  anak  tiri dari perkawinan yang sah, dan anak  angkat 
yang sah, dengan kriteria: 
a. Tidak atau  belum pernah  menikah atau  tidak mempunyai penghasilan 
sendiri; 
b. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua 
puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. 
2. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja : 
Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkan (tidak 
terbatas). 
3. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang  
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meliputi anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua.   
4. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang  
meliputi kerabat lain seperti Saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll. 
II.3.3 Hak dan Kewajiban Peserta 
Hak Peserta 
1. Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan 
kesehatan;  
2. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta 
prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
3. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama 
dengan BPJS Kesehatan; dan 
4. Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis 
ke Kantor BPJS Kesehatan. 
Kewajiban Peserta 
1. Mendaftarkan dirinya sebagi peserta serta membayar iuran yang besaranya 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
2. Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, 
kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat I; 
3. Menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang 
yang tidak berhak; 
4. Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan. 
II.3.4 Iuran 
1. Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran 
dibayar oleh Pemerintah. 
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2. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga 
Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, 
pejabat Negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% 
(lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 3% (tiga 
persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh 
peserta. 
3. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD, 
dan Swasta sebesar 45% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per 
bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 
0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta. 
4. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak 
ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar 1% (satu 
persen) dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja 
penerima upah. 
5. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara 
kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima 
upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar: 
a. Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang 
per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. 
b. Sebesar Rp.42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang 
per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II. 
c. Sebesar Rp. 59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per 
orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I. 
6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, 
duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, 
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iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima 
persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa 
kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah. 
7. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. 
II.3.5 Fasilitas Kesehatan Bagi Peserta 
Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terdiri dari: 
1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama: 
a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Non Perawatan dan 
Puskesmas Perawatan (Puskesmas dengan Tempat Tidur). 
b. Fasilitas Kesehatan milik Tentara Nasional Indonesia (TNI)  
 TNI Angkatan Darat : Poliklinik kesehatan dan Pos Kesehatan. 
 TNI Angkatan Laut : Balai kesehatan A dan D, Balai Pengobatan A, 
B, dan C, Lembaga Kesehatan Kelautan dan Lembaga Kedokteran 
Gigi. 
 TNI Angkatan Udara : Seksi kesehatan TNI AU, Lembaga Kesehatan 
Penerbangan dan Antariksa (Laksepra) dan Lembaga Kesehatan 
Gigi & Mulut (Lakesgilut). 
c. Fasilitas Kesehatan Milik Polisi Republik Indonesia (POLRI), terdiri dari 
Poliklinik Induk POLRI, Poliklinik Umum POLRI, Poliklinik Lain POLRI dan 
Tempat Perawatan Sementara (TPS) POLRI. 
d. Praktek Dokter Umum/ Klinik Umum, terdiri dari Praktek Dokter Umum 
Perseorangan, Praktek Dokter Umum Bersama, Klinik Dokter Umum/ 
Klinik 24 Jam, Praktek Dokter Gigi, Klinik Pratama, RS Pratama. 
2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut : 
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a. Rumah Sakit, terdiri dari RS Umum (RSU), RS Umum Pemerintah Pusat 
(RSUP), RS Umum Pemerintah Daerah (RSUD), RS Umum Swasta, RS 
Khusus, RS Khusus jantung (kardiovaskular), RS Khusus Kanker 
(Onkologi), RS Khusus paru, RS Khusus Mata, RS Khusus Bersalin, RS 
Khusus Kusta, RS Bergerak dan RS lapangan. 
b. Balai Kesehatan, terdiri dari : Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai 
Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Kesehatan Ibu dan Anak dan Balai 
Kesehatan Jiwa. 
3. Fasilitas kesehatan penunjang yang tidak bekerjasama secara langsung 
dengan BPJS Kesehatan namun merupakan jejaring dari fasilitas kesehatan 
tingkat pertama maupun failitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerjasama 
dengan BPJS Kesehatan, meliputi : 
a. Laboratorium Kesehatan  
b. Apotek  
c. Unit Transfusi Darah 
d. Optik 
II.3.6 Manfaat Akomodasi Rawat Inap 
1. Ruang perawatan kelas III bagi:  
a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan 
b. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja 
dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. 
2. Ruang Perawatan kelas II bagi: 
a. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil 
golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; 
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b. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai 
Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota 
keluarganya; 
c. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai 
Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota 
keluarganya; 
d. Peserta Pekerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non  Pegawai 
Negeri dengan gaji atau upah sampai dengan 1,5 (satu setengah) kali 
penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, 
beserta anggota keluarganya; dan 
e. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja 
dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II; 
3. Ruang perawatan kelas I bagi:  
a. Pejabat Negara dan anggota keluarganya; 
b. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil 
golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;  
c. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai 
Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota 
keluarganya; 
d. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai 
Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota 
keluarganya; 
e. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya; 




g. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan dan Pegawai Pemerintah Non 
Pegawai Negeri dengan gaji atau upah diatas 1,5 (satu setengah) sampai 
dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin 
dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan 
h. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja 
dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I. 
II.3.7 Pelayanan Kesehatan yang Dijamin 
1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 
Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non 
spesialistik yang mencakup: 
a. Administrasi pelayanan; 
b. Pelayanan promotif dan preventif; 
c. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 
d. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; 
e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 
f. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 
g. Pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium tingkat pratam; dan  
h. Rawat Inap Tingkat Pratama sesuai dengan Indikasi medis. 
2. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan 
rawat jalan dan rawat inap, yang mencakup: 
a. Administrasi pelayanan; 
b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis 
dan subspesialis; 




d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 
e. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengn indikasi medis; 
f. Rehabilitas medis; 
g. Pelayanan darah; 
h. Pelayanan kedokteran forensik klinik; 
i. Pelayanan jenazah pada pasien yng meninggal setelah dirawat inap di 
fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, berupa 
permulasaran jenazah tidak termasuk peti mati dan mobil jenazah; 
j. Perawatan inap non intensif; dan  
k. Perawatan inap di ruang intensif. 
3. Persalinan. Persalinan yang ditanggung BPJS Kesehatan di Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama maupun Tingkat Lanjutan adalah persalinan 
sampai dengan anak ketiga, tanpa melihat anak hidup/meninggal. 
4. Ambulan. Ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas 
Kesehatan satu ke fasilitas kesehatan lainnya, dengan tujuan 
menyelamatkan nyawa pasien. 
II.3.8 Alur Pelayanan Kesehatan 
Gambar II.2 









II.4 Pelaksanaan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit 
II.4.1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Kebijakan BPJS Kesehatan 
 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan nasional, Penyelenggara 
pelayanan kesehatan meliputi semua Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama 
dengan BPJS Kesehatan berupa Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan 
Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan (Permenkes No. 71/2013 pasal 2). 
 Berikut ini akan dijabarkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh 
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) berdasarkan Permenkes 
No. 71 Tahun 2013, yang terdiri dari: 
a. Administrasi pelayanan; 
b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis 
dan subspesialis; 
c. Tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non bedah sesuai dengan 
indikasi medis; 
d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;  
e. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;  
f. Rehabilitasi medis;  
g. Pelayanan darah;  
h. Pelayanan kedokteran forensik klinik;  
i. Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan;  
j. Perawatan inap non intensif; dan  





II.4.2 Klasifikasi Rumah Sakit 
 Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang 
dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan 
berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit. Klasifikasi 
Rumah Sakit Umum diantaranya: 
1. Rumah Sakit Umum Kelas A 
 Rumah Sakit Umum Kelas A harus mempunyai fasilitas dan kemampuan 
pelayanan medik paling sedikit 4 pelayanan Medik Spesialis Dasar, 5 
Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, 12 Pelayanan Medik Spesialis Lain 
dan 13 Pelayanan Medik Sub Spesialis (Permenkes 340, 210). 
2. Rumah Sakit Umum Kelas B 
 Rumah Sakit Umum Kelas B harus mempunyai fasilitas dan kemampuan 
pelayanan medik paling sedikit 4 pelayanan Medik Spesialis Dasar, 4 
Pelayanan Spesialis Penunjang Medik, 8 Pelayanan Medik Spesialis Lainnya 
dan 2 Pelayanan Medik Subspesialis Dasar (Permenkes 340, 2010). 
3. Rumah Sakit Umum Kelas C 
 Rumah Sakit Umum Kelas C harus mempunyai fasilitas dan kemampuan 
pelayanan paling sedikit 4 Pelayanan Medik Spesialis Dasar dan 4 
Pelayanan Spesialis Penunjang Medik (Permenkes 340, 2010). 
4. Rumah Sakit Umum Kelas D 
 Rumah Sakit Umum Kelas D harus mempunyai fasilitas dan kemampuan 
pelayanan medic paling sedikit 2 pelayanan Medik Spesialis Dasar 





II.5 Kerangka Pikir 
 Kerangka berfikir merupakan alur pemikiran yang diambil dari suatu teori 
yang diangap relevan dengan fokus/judul penelitian dalam upaya menjawab 
masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penelitian tersebut. 
  Penelitian ini, membahas mengenai implementasi Kebijakan BPJS 
Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur. Dalam upaya 
menjawab permasalahan implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD 
RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur. Maka teori dari Repley dan Franklin 
yang dianggap mendekati permasalahan terebut. Menurut Repley dan Franklin 
(1986 : 232-233) ada tiga faktor yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 
keberhasilan Implementasi Kebijakan yaitu : 
1. Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan Yang Berlaku 
Indikatornya meliputi:  
 Pemenuhan Persyaratan 
 Ketaatan Pelaporan Klaim 
 Manajemen Integrated Clinical Pathway Yang Disesuaikan dengan 
INA-CBGs 
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi  
Indikatornya meliputi: 
 Kecepatan Proses Pelayanan Kesehatan 
 Proses Pelayanan Kesehatan Tanpa Hambatan 
3. Terwujudnya Dampak yang dikehendaki  
Indikatornya meliputi: 
 Tingkat Kepuasan Pasien dan Rumah Sakit 
 Surplus Pendapatan Bagi Rumah Sakit 
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 Berikut adalah gambaran kerangka fikir penulis terhadap penelitian 
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Randall B. Repley dan Grace A. 
Franklin (1986 : 232-233) : 
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Ketentuan Yang Berlaku 
2. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas 
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3. Terwujudnya Dampak Yang 
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Terwujudnya penyelenggaraan Jaminan 
Kesehatan Nasional bagi seluruh 


















Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegiatan tertentu. Ini berarti untuk mendapatkan data yang 
valid dalam penelitian haruslah berlandaskan keilmuan yaitu rasional, empiris 
dan sistematis. Maka dari itu, untuk mendapatkan dan menggunakan data yang 
valid dalam penelitian maka dijelaskan metode yang akan digunakan dalam 
memperoleh data. 
III.1 Pendekatan Penelitian 
 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang 
bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari 
kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data 
yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Implementasi Kebijakan 
BPJS Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur. 
III.2 Tipe dan Dasar Penelitian 
 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas 
mengenai masalah yang diteliti, serta menjelaskan data secara sistematis, 
dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah 
yang diteliti yaitu tentang Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD 
RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur. 
III.3 Unit Analisis 
 Unit analisis pada penelitian ini adalah Kebijakan Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan yang merupakan bagian dari Jaminanan 
Kesehatan Nasional. Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan 
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objektif, yang berlandaskan  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan 
Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 
yang dipengaruhi oleh ketiga pendekatan yaitu tingkat kepatuhan pada ketentuan 
yang berlaku,  lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, dan terwujudnya dampak 
yang dikehendaki berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh Repley dan 
Franklin. 
III.4. Informan 
Untuk memperoleh data secara representatif, maka diperlukan informan 
kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang 
sedang dikaji. Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah 
para aktor yang terlibat dalam proses implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan 
di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur.  
Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Kepala Tata Usaha BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu 
Timur. 
2. Penanggung Jawab BPJS Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo 
Kabupaten Luwu Timur. 
3. Verifikator BPJS di BLUD  RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu 
Timur. 
4. Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik di BLUD RSUD I 
Lagaligo Kabupaten Luwu Timur. 
5. Pasien peserta BPJS Kesehatan untuk Rawat Jalan dan Rawat 
Inap di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur. 
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III.5. Jenis dan Sumber Data  
Dalam melakukan analisis penulis menggunakan: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan 
pada objek penelitian atau field research. Data primer yaitu hasil 
dari wawancara mendalam dan observasi lapangan.  
2. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang dimiliki 
oleh BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur yaitu berupa 
dokumen-dokumen pendukung penelitian serta sumber-sumber 
lainnya berupa undang-undang, peraturan-peraturan pendukung 
program/kebijakan, serta dokumen yang diperoleh sepanjang 
penelitian dari berbagai sumber untuk mendukung penelitian atau 
dokumen-dokumen atau terbitan literatur yang dapat mendukung 
kelengkapan data primer. 
III.6. Teknik Pengumpulan Data  
1. Wawancara mendalam (Indepth interview) 
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara 
wawancara yaitu dengan melakukan wawancara mendalam kepada 
pihak informan atau semua pihak yang terlibat dalam program SPP 
guna memenuhi keperluan peneliti tentang kejelasan masalah penelitian 
sehingga mampu mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, 
makna, dan pemahaman yang tidak mungkin dilakukan melalui teknik 
survey. 
2. Observasi (Observation) 
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Observasi atau pengamatan ini dimaksudkan sebagai 
pengumpulan data yang selektif. Selanjutnya, peneliti memahami dan 
menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian 
melalui berbagai situasi dan kondisi nyata yang terjadi baik secara 
formal maupun non formal. 
3.  Studi dokumen (Dokumentasion) 
Studi dokumen dimaksudkan sebagai pengumpulan data dan 
telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang 
dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa buku-
buku, literatur, laporan tahunan, jurnal, tabel, karya tulis ilmiah dokumen 
peraturan pemerintahan dan undang-undang yang telah tersedia pada 
lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan 
sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan 
informasi bekenaan dengan penelitiaan yang akan dilakukan. 
III.7. Teknik Analisis data 
     Analisis data penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimulai dengan 
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari 
wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 
dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Sejalan 
dengan apa yang telah diuatarakan oleh Matthew Miles dan Michael Huberman 
(2014) bahwa analisis dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 
1. Reduksi Data 
Reduksi data dalam hal ini sebagai proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 
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“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 
Sebagaimana kita ketahui bahwa reduksi data berlangsung secara 
terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. 
2. Penyajian Data  
 Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. 
Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan infomasi 
tersusun yang memberikankemungkinan adanya penarikan kesimpulan 
dan pengambilan tindakan. 
3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi 
Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan 
verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis 
kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan, pola-
pola, dan proposisi. 
      Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, 
berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara 
berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susun menyusul. 
Namun dua hal lainnya itu senantiasa merupakan bagian dari lapangan. 
III.8.  Fokus Penelitian 
       Fokus penelitian digunakan sebagai dasar pengumpulan data sehingga 
tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman 
dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka maksud dan fokus penelitian 
terhadap karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut : 
1. Implementasi kebijakan merupakan fungsi dari beberapa kegiatan dan 
kemampuan yang saling terkait, untuk mengidentifikasi dan memahami 
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pendekatan yang relevan dengan implementasi kebijakan tertentu dan 
untuk melihat potensi keberhasilan atau kegagalan implementasi 
kebijakan tersebut serta untuk mengetahui faktor pendukung dan 
penghambat dari pelaksanaan kebijakan ini. 
2. Berdasarkan teori Randall B. Repley dan Grace A. Franklin bahwa untuk 
melihat sejauh mana implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD 
RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur, maka peneliti menggunakan 
tiga pendekatan yaitu: 
a. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, terdiri dari 
beberapa indikator yaitu: pemenuhan persyaratan, ketaatan 
pelaporan klaim, Integrated Clinical Pathway yang disesuaikan 
dengan  INA-CBGs. 
b. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi, terdiri dari beberapa 
indikator yaitu: kecepatan proses pelayanan kesehatan dan 
proses pelayanan kesehatan tanpa hambatan. 
c. Terwujudnya dampak yang dikehendaki, terdiri dari beberapa 
indikator yaitu: tingkat kepuasan pasien dan surplus pendapatan 
bagi rumah sakit. 
3. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BPJS 
Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur adalah: 
a. Faktor Pendukung yaitu: tersedianya sarana dan prasarana serta 
tersedianya tenaga kesehatan. 
b. Faktor penghambat yaitu: defisit pendapatan/penerimaan dan 
adanya batasan pada beberapa ketentuan (penggunaan obat-
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
IV.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
IV.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur  
 Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten baru sebagai pemekaran 
dari Kabupaten Luwu Utara. Secara defenitif Kabupaten Luwu Timur beriri pada 
tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2003 
dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Mei 2003. Dan secara 
geografis Kabupaten Luwu Timur terletak di sebelah katulistiwa. Tepatnya 
diantara 2º03’00” - 3º03’25” Lintang Selatan dan 119º28’56” - 121º47’27” Bujur 
Timur, dengan luas wilayah 6.944,88 km2. Sekitar 11,14 persen Provinsi 
Sulawesi Selatan merupakan luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.  
  Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi 
Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah 
Utara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi 
Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan 
Kabupaten Luwu Utara.  
 Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili, secara administrasi 
dibagi menjadi 11 kecamatan yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni 
Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana, dan Kalaena. Di 
kabupaten ini terdapat 14 sungai. Sungai terpanjang adalah sungai Kalaena 
dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di Kecamatan Mangkutana. 
Sedangkan sungai terpendek adalah sungai Bambalu dengan panjang 15 km. 
Selain itu, di kabupaten Luwu Timur juga memiliki 5 danau. Kelima danau 
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tersebut adalah antara lain danau Matano (dengan luas 245,70 km2), Danau 
Mahalona (25 km2), dan Danau Towuti (585 km2), Danau Tarapang Masapi 
(2,43km2) dan Danau Lontoa (1.71 km2). Danau Matano terletak di kecamatan 
Nuha sedangkan keempat danau lainnya terletak di kecamatan Towuti. Dan 
Kabupaten ini juga merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup 
tinggi. Selama tahun 2011, tercatat rata-rata curah hujan mencapai 258 mm, 
dengan rata-rata jumlah hari hujan per bulan mencapai 17 hari. Curah hujan 
tertinggi terjadi pada bulan Desember, yakni 393 mm dengan jumlah hari hujan 
sebanyak 23 hari. 
IV.1.1.1 Demografi 
 Kepadatan penduduk tahun 2009 di Luwu Timur masih kecil, hanya 33 
jiwa per km2. Kecamatan yang paling padat adalah Kecamatan Malili dengan 
jumlah penduduk 32.112 Jiwa. Sedangkan kecamatan yang paling rendah jumlah 
penduduk adalah kecamatan Kalaena 11.205 jiwa. 
 Secara umum jumlah penduduk laki-laki kabupaten Luwu Timur lebih 
besar dibandingkan perempuan. Hal ini terlihat dengan rasio jenis kelamin (sex 
ratio) penduduk Luwu Timur sebesar 107.41 yang artinya bahwa setiap 100 
perempuan di Luwu Timur terdapat 107 laki-laki. Berdasarkan komposisi 
kelompok umur mengindikasikan bahwa penduduk laki-laki dan perempuan 
terbanyak berada di Kelompok umur 5-9 tahun. Dan distribusinya menunjukkan 
bahwa 36% penduduk Luwu Timur berusia muda (umur 0-14 tahun), 60% 
berusia produktif (15-64 tahun) dan 4% usia tua (65 tahun ke atas). Sehingga 
diperoleh rasio ketergantungan penduduk Luwu Timur 150,81 yang artinya setiap 
100 penduduk usia produktif menanggung 140 penduduk usia non produktif. 
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 Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah penempatan 
Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Ada empat UPT di Kabupaten Luwu 
Timur diantaranya adalah UPT Malili SP (425 KK) dan SP II (400 KK) dan UPT 
Mahalona SP (330 KK) dan SP II (100 KK). Para Transmigran yang ada di 
keempat UPT tersebut berasal dari beberapa daerah antara lain Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Yogyakarta, NTP, Bali, Ambon, Poso, maupun Timor Timur.  
IV.1.1.2 Sarana dan Prasarana 
a) Fasilitas Umum dan Sosial 
 Fasilitas Umum 
  Guna mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan, Kabupaten Luwu Timur 
telah ditunjang dengan sarana dan prasarana umum yang dimanfaatkan oleh 
masyarakat di Luwu Timur seperti Pasar, Koperasi dan Bank. Setiap 
kecamatan di Luwu Timur memiliki pasar tradisional yang menunjang 
perdagangan dan produksi pertanian. Bank terdapat di kecamatan Malili, 
Nuha, dan Tomoni. Untuk jumlah KUD pada tahun 2008 17 unit, sedangkan 
jumlah koperasi non KUD pada tahun 2007 sebanyak 162 unit. Jumlah kantor 
pos yang ada di kabupaten Luwu Timur pada tahun 2010 sebanyak 5 KPC, 
yang terletak di kecamatan Wotu, Malili, Wasuponda, Mangkutana, dan 
Kalaena. Jumlah produksi pos secara umum pada tahun 2010 mengalami 
peningkatan disbanding tahun 2009. Jenis Pos yang paling besar mengalami 
peningkatan adalah paket Pos dalam negeri yang meningkat sebesar 265,27 
persen, sedangkan jenis surat pos luar negeri tercata mengalami 
peningkatan paling sedikit yaitu: 5,68 persen.  
 Fasilitas Sosial 
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  Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945, Indonesia menjamin kehidupan beragama dan senantiasa 
mengembangkan kerukunan hidup antar pemeluk agama dan kepercayaan. 
Kehidupan beragama diarahkan kepada peningkatan akhlak dan ketakwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, membangun masyarakat yang religious dan 
sekaligus mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang dapat 
menghambat kemajuan bangsa. Agama merupakan salah satu aspek penting 
dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu Timur, terlebih lagi banyak 
norma dan adat istiadat yang berlaku dalammasyarakat yang bersendikan 
pada agama. Untuk itu, diperlukan sarana sarana dan prasarana yang 
memadai bagi semua umat serta peningkatan pelayanan bagi kepentingan 
pelaksanaan ibadah keagamaan. Mencakup prasarana ibadah, serta 
pelayanan yang menyangkut perkawinan. Di bidang prasarana tahun 2010, 
untuk tempat ibadah terdapat jumlah yang sama dengan tahun 2009. Mesjid 
mencapai jumlah 311, musholla sebanyak 155 buah, gereja sebanyak 227 
buah, Pura 83 buah, dan Vihara sebanyak 1 buah. Sedangkan jumlah 
jemaah haji tahun 2010 sebanyak 160 orang yang terdiri atas 53 orang laki-
laki dan 107 orang perempuan. Jumlah ini sedikit lebih besar disbanding 
dengan tahun 2009 yang mencapai 151 orang. Jemaah Haji yang 
diberangkatkan ke Tanah Suci sebagian besar berumur 40 sampai 49 tahun.  
b) Pendidikan 
Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan adalah tersedianya 
sumber daya manusia (SDM) yang handal. Hal ini disebabkan karena banyak 
yang beranggapan bahwa bangsa yang mempunyai SDM yang handal dan 
berkualitas akan lebih mampu bersaing dalam perekonomian dunia. Dalam 
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kaitan ini, salah satu komponen yang berkaitan langsung dengan 
peningkatan SDM adalah pendidikan. Karena itu, kualitas SDM selalu 
diupayakan untuk ditingkatkan melalui pendidikan yang berkualitas, demi 
tercapainya tujuan pembangunan Indonesia yang tertera dalam UUD 45 dan 
amandemennya. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
peningkatan mutu pendidikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana 
pendidikan. Dalam hal penyediaan prasarana pendidikan selama tahun 
ajaran 2010/2011, pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menyediakan 
146 unit taman Kanak-Kanak, 171 unit Sekolah Dasar, 57 unit Sekolah 
Lanjutan Tingkat Pertama, dab 30 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.  
c) Kesehatan 
Salah satu komponen pembangunan manusia dalam rangka menciptakan 
sumber daya manusia yang berkualitas adalah masalah kesehatan. 
Peningkatan mutu kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan 
tenaga kesehatan yang memadai. Pada tahun 2010, di Kabupaten Luwu 
Timur terdapat dua buah rumah sakit yakni milik PT. INCO (sekarang PT. 
Vale) yang berada di Kecamatan Nuha dan milik Pemerintah Daerah berada 
di Kecamatan Wotu. Selain itu, fasilitas kesehatan lainnya yang tersedia 
adalah 74 Puskesmas (Induk dan pembantu), dan 248 Posyandu. Selain itu, 
di Kabupaten Luwu Timur, jumlah praktek dokter yang tercatat di Dinas 
Kesehatan sebanyak 96 praktek dokter, dan tersedia pula 12 apotek. Selain 
itu, untuk menangani masalah kesehatan penduduk Luwu Timur 43 dokter 
umum, 7 dokter gigi, 5 apoteker, 182 bidan, 250 perawat, dan 271 dukun 
bayi. Sedangkan dokter ahli hanya terdapat di Kecamatan Wotu yaitu 
berjumlah 4 orang. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Dinas Kesehatan, 
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banyak anak lahir hidup pada tahun 2010 berjumlah 5.256 anak, sedangkan 
anak lahir mati sebanyak 45 anak.  
d) Transportasi 
Sebagian besar derah Kabupaten Luwu Timur dapat ditempuh dengan 
menggunakan transportasi darat. Sarana transportasi darat sudah memadai 
di Kabupaten Luwu Timur. Sarana jalan, angkutan umum maupun penunjang 
yang lain sudah tersedia. Pada tahun 2010 tercatat panjang jalan di 
Kabupaten Luwu Timur mencapai 1.803,22 kilometer yang terdiri dari jalan 
Negara sepanjang 97,27 kilometer dan jalan kabupaten sepanjang 1.705,95 
kilometer. Dalam kurun waktu 5 tahun (2006-2010) terjadi penambahan 
panjang jalan Kabupaten setiap tahunnya. Penambahan jalan terbesar pada 
tahun 2009 dengan penambahan jalan sepanjang 227,27 kilometer, yaitu 
1.549,91 kilometer pada tahun 2008 menjadi 1.777,18 kilometer pada tahun 
2009.  
e) Komunikasi 
Pemerintah Luwu Timur di usianya yang masih sangat muda telah 
menyediakan dengan cukup sarana-sarana komunikasi. Sebagian wilayah 
kecamatan telah dikembangkan jaringan telepon selular (Telkomsel GSM dan 
Satelindo GSM) . Tersedianya alat komunikasi dan telekomunikasi di Luwu 
Timur memberikan tiga jenis pelayanan yaitu: pelayanan komunikasi, 
pelayanan logistik dan pelayanan keuangan bahkan aksesnya hingga keluar 
negeri. Saat ini, jumlah kantor pos pembantu di Kabupaten Luwu Timur 
sebanyak 6 buah. Kantor Pos Pembantu yang ada juga telah mampu 
melayani asyarakat dengan baik. Sedangkan, sarana telekomunikasi 
sambungan induk telepon di Kabupaten Luwu Timur 1.660 sambungan, 83 
49 
 
sambungan cadangan. Sambungan terbanyak terdapat di Kecamatan Nuha 
yang mencapai 864 sambungan.  
IV.1.2. Gambaran Umum BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur 
IV.1.2.1 Dasar Hukum dan Riwayat 
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur : H. Andi Hatta M yang 
menetapkan Kecamatan Wotu sebagai pusat pembangunan Rumah Sakit di 
kabupaten Luwu Timur dituangkan melalui SK Bupati Luwu Timur No : 284 
Tahun 2008 mengenai izin pemanfaatan RSUD I Lagaligo diikuti dengan Izin 
Penyelenggaraan oleh DINKES Provinsi Sulsel pada tanggal 07 november 2008 
dengan No : 08633/DK-I/YAN-I/XI/2008. Dengan mengupayakan kelengkapan 
sarana dan prasarana baik tenaga, sarana teknis medis maupun operasional 
pelayanan dan aspek legal formal maka pada bulan desember 2008 dipimpin 
oleh Direktur dr. Hj. Rosmini Pandin, MARS pelayanan RS mulai dioperasikan 
secara terbatas dengan 50 tempat tidur dan 2 orang dokter spesialis tetap. Dan 
pada bulan April 2009 melalui Surat Rekomendasi DINKES Provinsi Sulsel 
Nomor : 03327/DK-I/YAN-1/IV/2009, RSUD I Lagaligo direkomendasikan 
sebagai RS Tipe C dan pada tanggal 05 April 2010 melalui Keputusan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 445/MENKES/SK/IV/2010 menetapkan 
RSUD I Lagaligo sebagai Rumah Sakit Tipe C yang ditindaklanjuti dengan 
PERDA Nomor 11 Tahun 2010 mengenai perubahan struktur di RSUD I Lagaligo 
menjadi struktur tipe C.  
 Prinsip-prinsip pengelolaan Rumah Sakit yang lebih strategik terus 
diupayakan sebagai unit sarana publik daerah yang terpercaya dengan 
ditetapkannya RSUD I Lagaligo menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 
di tahun 2013. 
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 Upaya untuk menciptakan mutu pelayanan yang lebih baik lagi 
diupayakan melalui proses Akreditasi Baru oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit 
(KARS) dimana pada tanggal 20 Agustus 2015 melalui Keputusan Komisi 
Akreditasi Rumah Sakit Nomor : KARS-SERT/09/VIII/2015 memutuskan status 
Lulus Akreditasi Perdana untuk BLUD RSUD I Lagaligo.  
IV.1.2.2 Lokasi dan Luas Lahan  
Lokasi BLUD Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo terletak di Jl. 
Sangkuruwira No. 1 Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dengan: 
 Luas Tanah  : 32.952 M2 
 Luas Bangunan : ± 15.481,86 M2 
IV.1.2.3 Visi dan Misi  
Visi dari BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur adalah “Menjadi 
Rumah Sakit Rujukan dengan Pelayanan Profesional dan Bermutu”. 
 Dengan misi sebagai berikut: 
1. Memberikan pelayanan prima 
2. Peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalisme melalui 
pengembangan SDM yang berkelanjutan. 
3. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit 
 yang berkelanjutan. 
IV.1.2.4 Tujuan  
Adapun tujuan strategi BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur 
yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kepuasan pasien. 
2. Meningkatkan kenyamanan pasien melalui pelayanan yang professional. 
3. Menyediakan jenis pelayanan yang berstandar. 
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IV.1.2.5 Sasaran Strategi  
1. Meningkatnya kecepatan pemberian pelayanan kepada pasien. 
2. Meningkatnya kemampuan teknis/mutu pelayanan. 
3. Meningkatnya tipe rumah sakit menjadi B dengan standar akreditasi ISO 
9001. 
IV.1.2.6 Motto  
Motto dari BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur adalah 
“Melayani Sepenuh Hati”. 
IV.1.2.7 Wilayah Rujukan  
Sebagai salah satu Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan 
(FKRTL) di Kabupaten Luwu Timur, BLUD RSUD I Lagaligo mendapatkan pasien 
rujukan BPJS Kesehatan dari beberapa daerah yang ada di wilayah tersebut 
seperti: Kecamatan Burau yang memiliki luas area sebesar 256,23 km2 dengan 
jumlah penduduk  sebanyak 36.509 orang, Kecamatan Wotu yang memiliki luas 
area sebesar 130,52 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 33.872 orang, 
Kecamatan Tomoni yang memiliki luas area sebesar 230,09 km2 dengan jumlah 
penduduk sebanyak 26.093 orang, Kecamatan Tomoni Timur yang memiliki luas 
area sebesar 43,91 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 13.629 orang, 
Kecamatan Angkona yang memiliki luas area sebesar 147,24 km2 dengan jumlah 
penduduk sebanyak 24.812 orang, Kecamatan Malili yang memiliki luas area 
sebesar 921,20 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 40.336 orang, 
Kecamatan Towuti yang memiliki luas area sebesar 1.820,48 km2 dengan jumlah 
penduduk sebanyak 34.962 orang, kecamatan Nuha yang memiliki luas area 
sebesar 808,27 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 24.133 orang, 
Kecamatan Wasuponda yang memiliki luas area sebesar 1.244,00 km2 dengan 
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jumlah penduduk sebanyak 21.420 orang, Kecamatan Mangkutana yang memiliki 
luas area sebesar 1.300,96 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 23.213 
orang, dan Kecamatan Kalaena yang memiliki luas area sebesar 41,98 km2 
dengan jumlah penduduk sebanyak 11.649 orang. Sehingga jika ditotalkan maka 
jumlah luas area rujukan secara keseluruhan adalah sebesar 6.945,69 km2 
dengan jumlah penduduk sebanyak 290.930 orang. Berdasarkan hasil uraian di 
atas, maka dapat diketahui perbandingan jumlah penduduk seluruh wilayah 
kecamatan yang ada di kabupaten Luwu Timur dengan BLUD RSUD I Lagaligo 
Kabupaten Luwu Timur yaitu 1 : 290.930 atau 1 rumah sakit dapat menampung 
jumlah pasien sebanyak 290.930 jiwa.  
IV.1.2.8 Jenis Pelayanan Kesehatan  
 Jenis pelayanan yang ditujukan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan 
pada umunya sama dengan yang ditujukan kepada pasien lain di BLUD RSUD I 
Lagaligo Kabupaten Luwu Timur. Adapun jenis pelayanan kesehatan yang 
disediakan sebagai berikut: 
a. Pelayanan Medik 
Pelayanan ini terdiri dari beberapa bagian yaitu: Poli Klinik Bedah, Poli Klinik 
Interna, Poli Klinik Obygn, Poli Klinik Anak, Poli Klinik Gigi, Poli Klinik Neuro, 
Poli Klinik Kulit Kelamin, Poli Klinik Umum, Poli THT, Poli Mata, dan UGD. 
b. Pelayanan Penunjang Medik 
Pelayanan ini terdiri dari beberapa bagian yaitu: Farmasi, Laboratorium, UTD, 
Radiologi, Gizi, Laundry, CSSD, dan Kamar Jenazah. 
c. Pelayanan Kamar Operasi 
d. Pelayanan Admin dan Manajemen  
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Pelayanan ini terdiri dari beberapa bagian yaitu: Rekam Medis Rawat Jalan 
dan Rekam Medis UGD, Kasir, dan Kepegawaian. 
IV.1.2.9 Sarana dan Prasarana  
Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasien 
peserta BPJS Kesehatan tidak hanya dilihat dari segi penanganan medisnya 
saja, tetapi juga dapat dilihat dari segi penyediaan sarana dan prasarana. Di 
BLUD RSUD I Lagaligo penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan 
adalah sebagai berikut: 
1. Tempat Tidur 
Untuk setiap ruangan perawatan VIP Utama (R. Matano 3), VIP A (R. Matano 
1), dan VIP B (R. Matano 2) jumlah tempat tidur yang disediakan adalah 
sebanyak 8 buah dengan tingkat presentasi 5,6%; sedangkan untuk ruangan 
perawatan Kelas I (R. Towuti) ada 6 buah tempat tidur dengan tingkat 
presentasi sebesar 4,3%; untuk ruangan perawatan Kelas II (R.Towuti) ada 7 
buah tempat tidur dengan tingkat presentasi sebesar 4,9%; ruangan 
perawatan Kelas III Interna (R. Mahalona 1) dan Kelas III Bedah (R. 
Mahalona 2) masing-masing menyediakan 24 buah tempat tidur dengan 
tingkat presentasi 17,2%. Ruangan perawatan Kelas III Anak/Saraf (R. 
Mahalona 3) menyediakan 18 buah tempat tidur dengan tingkat presentasi 
12,8%, ruangan perawatan Kelas III Obygn (R. Mahalona 4) menyediakan 16 
buah tempat tidur dengan tingkat presentasi 11,3%, ruangan perawatan 
Kelas III Perinatologi (R. Mahalona 4) menyediakan 10 buah tempat tidur 
dengan tingkat presentasi 7,1%, ruangan perawatan ICU menyediakan 5 
buah tempat tidur dengan tingkat presentasi 3,5%, dan ruang Isolasi 
sebanyak 7 buah tempat tidur dengan tingkat presentasi 4,9%. Atau jika 
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ditotalkan secara keseluruhan terdapat 141 buah tempat tidur yang 
disediakan. 
2. Penunjang 
Untuk sarana dan prasarana penunjang, BLUD RSUD I Lagaligo 
menyediakan Ipal, Genzet, Incenerator, PDAM dan Sumur Bor, Hot Spot, 
SIM RS, Kendaraan Dinas, Pemusalaran Jenazah, Mushola, Asrama 
Putra/Putri, Rumah Dinas Direktur dan Dokter, Kantin, Water Treatment, O2 
Sentral, Parking Area, dan Ambulnce/Mobil Jenazah. 
IV.1.2.10 Ketenagaan 
Jumlah tenaga yang ada pada BLUD RSUD I Lagaligo Tahun 2015 Tahun 2015 
sebanyak: 
PNS   : 200 Orang 
Upah Jasa  : 111 Orang 
Tenaga Sukarela : 219 Orang 
Dengan uraian sebagai berikut: 
1. Tenaga Medik 
Untuk golongan PNS secara umum terdapat 19 orang yang terdiri dari: 
Dokter Umum sebanyak 7 orang, Dokter Sp.PD sebanyak 1 orang, Dokter 
Sp.B sebanyak 1 orang, Dokter Sp.OG sebanyak 2 orang, Dokter Sp.An 
sebanyak 1 orang, Dokter Sp.A sebanyak 2 orang, Dokter SP.S sebanyak 1 
orang, Dokter SP.PK sebanyak 1 orang, Dokter SP.KGA sebanyak 1 orang, 
dan Dokter Gigi sebanyak 2 orang. Sedangkan untuk golongan PPDS 
terdapat 6 orang dan golongan Upah Jasa terdapat 1 orang yang masing-
masing adalah Dokter Umum. 
2. Tenaga Perawat 
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Untuk golongan PNS secara umum terdapat 108 orang yang terdiri dari: S1 
Keperawatan sebanyak 14 orang, D3 Keperawatan sebanyak 65 orang, D4 
Kebidanan sebanyak 1 orang, D3 Kebidanan sebanyak 20 orang, D3 
Perawat Gigi sebanyak 2 orang, D3 Tehniker Gigi sebanyak 2 orang, dan D4 
Perawat Anastesi sebanyak 1 orang, dan SPK sebanyak 3 orang. Sedangkan 
untuk golongan Upah Jasa secara umum terdapat 26 orang yang terdiri: dari 
D3 Keperawatan sebanyak 18 orang dan D3 Kebidanan sebanyak 8 orang. 
Serta golongan Sukarela secara keseluruhan terdapat 178 orang yang terdiri 
dari: S1 Keperawatan sebanyak 43 orang, D3 Keperawatan sebanyak 54 
orang, dan D3 Kebidanan sebanyak 78 orang. 
3. Tenaga Kesehatan Lainnya 
Untuk golongan PNS secara keseluruhan terdapat 67 orang yang terdiri dari: 
S1 Kesmas sebanyak 1 orang, S1 Kesmas sebanyak 14 orang, Apoteker 3 
sebanyak orang, S1 Farmasi sebanyak 5 orang, D3 Farmasi sebanyak 3 
orang, D3 Sanitarian sebanyak 2 orang, D3 Kearsipan sebanyak 1 orang, D3 
Hiperkes sebanyak 1 orang, S1 Ekonomi sebanyak 2 orang, D3 Komputer 
sebanyak 2 orang, D3 Radiologi sebanyak 8 orang, D3 Analis Kesehatan 
sebanyak 8 orang, D4 Analis Kesehatan sebanyak 1 orang, D3 Fisioterapi 
sebanyak 4 orang, D3 Gizi sebanyak 2 orang, D3 Rekam Medik sebanyak 5 
orang, D3 Tehnik Elektromedik sebanyak 3 orang, SMA/SLTA/SMK/SMEA 
sebanyak 1 orang, dan STM sebanyak 2 orang. Golongan Upah Jasa secara 
keseluruhan terdapat 84 orang yang terdiri dari: S1 Kesmas sebanyak 2 
orang, S1 Farmasi sebanyak 3 orang, D3 Sanitarian sebanyak 1 orang, S1 
Ekonomi sebanyak 2 orang, S1 Komputer sebanyak 3 orang, D3 Analis 
Kesehatan sebanyak 1 orang, D3 Fisioterapi sebanyak 1 orang, D3 
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Sekretaris sebanyak 1 orang, SMA/SLTA/SMK/SMEA sebanyak 51 orang, 
STM sebanyak 5 orang, SMP sebanyak 8 orang, dan SD sebanyak 6 orang. 
Sedangkan untuk tenaga Sukarela secara keseluruhan terdapat 41 orang 
yang terdiri dari: S1 Kesmas sebanyak 2 orang, Apoteker sebanyak 2 orang, 
S1 Farmasi sebanyak 7 orang, D3 Sanitarian sebanyak 1 orang, S1 Ekonomi 
sebanyak 2 orang, S1 Komputer sebanyak 2 orang, D3 Radiologi sebanyak 2 
orang, D3 Analis Kesehatan sebanyak 11 orang, D3 Fisioterapi sebanyak 2 
orang, D3 Rekam Medik sebanyak 1 orang, dan SMA/SLTA/SMK/SMEA 
sebanyak 3 orang. 
IV.1.2.10 Struktur Organisasi  
Berdasarkan PERDA Nomor : 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Luwu Timur maka RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur 
mempunyai Struktur Organisasi Tipe C, namun perubahan pola layanan yang 
berbentuk Badan Layanan Umum maka Struktur Organisasi BLUD RSUD I 
Lagaligo mengalami penambahan berupa Dewan Pengawas sebagaimana yang 























Sumber: Data Sekunder yang telah diolah pada BLUD RSUD I Lagaligo 
Kabupaten Luwu Timur 
 
IV.1.2.11 Kebijakan Layanan  
Kebijakan Layanan yang ditempuh oleh BLUD RSUD I Lagaligo 
Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan fungsi dan pelayanan di bidang 
kesehatan merujuk kepada Rencana Strategi 2010-2015. Kebijakan layanan 
BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur yang telah ditempuh selama lima 
tahun ini dikaitkan dengan pencapaian sasaran, yaitu: 
1. Menerapkan Budaya Pelayanan Yang Cepat, Ramah, dan Profesional. 
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2. Melaksanakan Pelayanan Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum 
(SPM) dan Standar Operasional Prosedural (SOP). 
 Standar Pelayanan Minimum (SPM) 
a) Pelayanan Rawat Jalan 
Indikator: dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis (standar 
100% spesialis); ketersediaan pelayanan rawat jalan (standar 100% 4 
Spesialisti); ketersediaan pelayanan rawat jalan di RS Jiwa (standar 
Tersedia); buka pelayanan sesuai ketentuan (standar 100%); waktu 
tunggu di rawat jalan (standar < 50 menit); kepuasan pelanggan pada 
rawat jalan (standar > 90%); dan pasien rawat jalan tuberculosis yang 
ditangani dengan Strategi DOTS (standar ≥ 60%). 
b) Pelayanan Rawat Inap 
Indikator: pemberian pelayanan rawat inap Dr. Spesialis (standar 
100%) dan perawat minimal D3 (standar 100%); dokter 
penanggungjawab pasien rawat inap (standar 100%); ketersediaan 
pelayanan rawat inap bagi anak, penyakit dalam, kebidanan, dan 
bedah (standar tersedia); jam visite dokter spesialis 08.00 s/d 14.00 
WITA (standar 100%); kejadian infeksi pasca operasi (standar ≤ 1,5%); 
angka kejadian infeksi nosokomial (standar < 1,5%); tidak adanya 
kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian (standar 
100%); kematian pasien > 48 jam (standar < 0,75%); kejadian pulang 
paksa (standar < 5%); kepuasan pelanggan rawat inap (standar > 
90%); dan pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan 
strategi DOTS (standar 60%). 
 Standar Operasional Prosedural (SOP) 
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Untuk data terkait SOP BLUD RSUD I Lagalaligo tidak bisa dilampirkan 
karena pihak rumah sakit hanya menggunakan SPM sebagai acuan 
dalam pelaksanaan pelayanan. 
Sementara untuk program kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD 
I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut: 
a) Pelayanan Administrasi Terpadu (PAT) 
Dengan telah tersentralnya pelayanan rawat jalan dalam 1 (satu) lokasi 
bangunan maka untuk kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada pasien 
diselenggarakan pelayanan administrasi terpadu yang meliputi:  
 Pelayanan Informasi/ Receptionist 
 Pelayanan Loket 
 Pelayanan Keuangan/ Kasir 
 Pelayanan BPJS Centre/ JKN 
 Pelayanan Rekam Medis 
b) Peningkatan Pelayanan Publik 
Dalam rangka peningkatan pelayanan publik BLUD RSUD I Lagaligo telah 
dilaksanakan kegiatan antara lain: 
 Tersedianya Standar Prosedur Operasional (SPO) di lingkungan BLUD 
RSUD I Lagaligo. 
 Penyempurnaan tempat pelayanan pengaduan masyarakat/layanan 
informasi berupa penyediaan: spanduk center, nomor telfon pengaduan 
dan kotak pengaduan. 
 Peningkatan sarana prasarana dalam rangka menunjang kenyamanan 
pelanggan antara lain penambahan jumlah poliklinik, kursi tunggu pasien, 
petunjuk arah, pemberlakuan RS area bebas rokok, pagar BRC, dsb. 
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 Pemantauan/evaluasi kepuasan pelanggan Rumah Sakit. 
c) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) 
Sistem manajemen informasi yang menjadi kebutuhan yang sangat penting 
bagi rumah sakit, mengigat besarnya sumber daya serta luasnya cakupan 
pelayanan yang ada pada rumah sakit. Sistem Manajemen Informasi Rumah 
Sakit (SIM RS) dengan aplikasi SIM GOS dari KEMENKES sementara 
dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan sumber daya yang ada 
yang mencakup 23 model pelayanan. Sementara itu untuk menunjang 
kelancaran informasi bagi seluruh konsumen dan pegawai rumah sakit maka 
disediakan Hot Spot BLUD RSUD I Lagaligo, dimana seluruh pelaporan 
bulanan telah dilakukan melalui email. Penyempurnaan menuju pelayanan 
yang berbasiskan E-Services terus diupayakan menuju rumah sakit terbaik 
denga pelayanan professional dan bermutu di kawasan Luwu Raya.  
IV.2 Hasil Penelitian 
IV.2.1 Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo 
Kabupaten Luwu Timur 
Tingkat keberhasilan penyelenggaraan kebijakan BPJS Kesehatan di 
BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dalam beberapa 
pendekatan berikut ini: 
IV.2.1.1 Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan Yang Berlaku 
Untuk melihat tingkat kepatuhan BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu 
Timur sebagai fasilitas kesehatan sekaligus mitra dari BPJS Kesehatan, 
maka dapat diukur melalui indikator seperti pemenuhan persyaratan, 
ketaatan pelaporan klaim dan Integrated Clinical Pathway (ICP) Yang 
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Mengikuti Indonesian-Case Base Groups (INA-CBGs). Adapun penjabaran 
dan penjelasannya adalah sebagai berikut: 
1. Pemenuhan Persyaratan 
Untuk menjadi mitra dari BPJS Kesehatan, BLUD RSUD I Lagaligo 
harus menandatangani MoU atau Perjanjian kerja Sama (PKS) dengan 
pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS 
Kesehatan). Karena itu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan 
di dalam PKS tersebut terdapat syarat-syarat yang mengatur kedua belah 
pihak. Namun isi dokumen resmi tersebut tidak bisa dilampirkan di dalam 
penelitian ini dikarenakan pihak rumah sakit tidak mengizinkan dengan 
alasan dokumen tersebut bersifat rahasia. Hal ini dipertegas dengan 
pernyataan dari Bapak YT, yang menyatakan bahwa: 
“Kalau untuk MoU atau PKSnya sendiri kami tidak bisa 
memberitahukannya kepada publik karena itu menjadi rahasia rumah 
sakit, tetapi isinya tidak jauh berbeda dengan Permenkes RI No. 28 
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional karena itu yang menjadi acuan dan kalaupun 
ingin meminta izin harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu 
dari direktur rumah sakit ini. Sedangkan beliau sekarang sedang ada 
perjalan dinas di luar kota jadi tidak bisa di temui ” 
           (Wawancara 10 Juni 2016) 
Terkait MoU dalam pernyataan di atas, maka isinya dapat dilihat di dalam 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 
karena isi Mou antara pihak BPJS Kesehatan dan BLUD RSUD I Lagaligo 
Kabupaten Luwu Timur tidak jauh berbeda dengan isi peraturan tersebut. 
Adapun isi MoU tersebut diantaranya:  
a. Pelayanan Kesehatan 
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- Pelayanan Kesehatan diberikan di fasilitas kesehatan yang telah 
melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan atau 
pada keadaan tertentu (kegawatdaruratan medik atau darurat 
medik) dapat dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang tidak bekerja 
sama dengan BPJS Kesehatan (Bab IV Pelayanan Kesehatan, 
Bagian Ketentuan Umum poin ke-3). 
- Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari 
pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan 
tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan 
kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga 
hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan 
tingkat kedua atau tingkat pertama, kecuali pada keadaan gawat 
darurat, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, 
pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan fasilitas 
(Bab IV Pelayanan Kesehatan, Bagian Ketentuan Umum poin ke-
5). 
- Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) penerima 
rujukan wajib merujuk kembali peserta JKN disertai jawaban dan 
tindak lanjut yang harus dilakukan jika secara medis peserta 
sudah dapat dilayani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
(FKTP) yang merujuk (Bab IV Pelayanan Kesehatan, Bagian 
Ketentuan Umum poin ke-6). 
- Status kepesertaan pasien harus dipastikan sejak awal masuk 
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Bila 
pasien berkeinginan menjadi peserta JKN dapat diberi 
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kesempatan untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran 
peserta JKN dan selanjutnya menunjukkan nomor identitas 
peserta JKN selambat-lambatnya 3x24 jam hari kerja sejak yang 
bersangkutan dirawat atau sebelum pasien pulang (bila pasien 
dirawat kurang dari 3 hari). Jika sampai waktu yang telah 
dilakukan pasien tidak dapat menunjukkan nomor identitas 
peserta JKN maka pasien dinyatakan sebagai pasien umum. (Bab 
IV Pelayanan kesehatan, Bagian Ketentuan Umum poin ke-10). 
- Dalam hal tidak terdapat dokter spesialis pada suatu daerah 
dimungkinkan untuk mendatangkan dokter spesialis di FKRTL 
dengan persyaratan teknis dan administratif yaitu: (Bab IV 
Pelayanan Kesehatan, Bagian Ketentuan Umum poin ke-12) 
a. Diketahui oleh Dinas Kesehatan dan BPJS setempat. 
b. Transportasitidak bisa ditagih. 
c. Menggunakan pola pembayaran INA-CBGs sesuai dengan 
kelas FKRTL dokter. 
b. Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan  
Adapun fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan untuk peserta JKN terdiri atas Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan 
(FKRTL), FKRTL yang dimaksud adalah: (Bab IV Pelayanan 
Kesehatan, Bagian Fasilitas Kesehatan) 
1. Klinik utama atau yang setara, 
2. Rumah Sakit Umum, 
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3. Rumah Sakit Khusus. 
c. Manfaat yang dijamin dalam JKN di pelayanan Kesehatan FKRTL/ 
Rujukan Tingkat Lanjutan  
Adapun manfaat yang dijamin dalam JKN di pelayanan Kesehatan 
Rujukan Tingkat Lanjut yaitu mencakup: (Bab IV Pelayanan 
Kesehatan, Bagian Manfaat Jaminan Kesehatan poin ke-1) 
1. Administrasi pelayanan; 
2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter 
spesialis dan subspesialis; 
3. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah 
sesuai dengan indikasi medis; 
4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 
5. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan 
rehabilitasi medis; 
6. Pelayanan darah; 
7. Pelayanan kedokteran forensik klinik; 
8. Pelayanan jenazah (pemulasaran jenazah) pada pasien yang 
meninggal di fasilitas kesehatan (tidak termasuk peti jenazah); 
9. Perawatan inap non-intensif; 
10. Perawatan inap di ruang intensif; dan 
11. Akupuntur medis. 
d. Tata Cara Mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas 
Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) 
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Adapun tata cara  mendapatkan pelayanan kesehatan pada Fasilitas 
Kesehatan Rujukan tingkat lanjut yaitu: (Bab IV Pelayanan 
Kesehatan, Bagian Prosedur Pelayanan  poin ke-2) 
1) Peserta datang ke Rumah Sakit dengan menunjukkan nomor 
identitas peserta JKN dan surat rujukan, kecuali kasus 
emergency, tanpa surat rujukan.  
2) Peserta menerima Surat Elegibilitas Peserta (SEP) untuk 
mendapatkan pelayanan. 
3) Peserta dapat memperoleh pelayanan rawat jalan dan atau rawat 
inap sesuai dengan indikasi medis. 
4) Apabila dokter spesialis/subspesialis memberikan surat 
keterangan bahwa pasien masih memerlukan perawatan di 
FKRTL tersebut, maka  untuk kunjungan berikutnya pasien 
langsung datang me FKRTL (tanpa harus ke FKTP terlebih 
dahulu) dengan membawa surat keterangan dari dokter tersebut. 
5) Apabila dokter spesialis/subspesialis memberikan surat 
keterangan rujuk balik, maka untuk perawatan selanjutnya pasien 
langsung ke FKTP membawa surat rujuk balik dari dokter 
spesialis/subspesialis. 
6) Apabila dokter spesialis/subspesialis memberikan surat 
keterangan sebagaimana dimaksud pada poin (d) dan (e), maka 
pada kunjungan berikutnya pasien harus melalui FKTP. 
7) Fisioterapis dapat menjalankan praktik pelayanan fisioterapi 
secara mandiri (sebagai bagian dari jejaring FKTP untuk 
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pelayanan rehabilitasi medik dasar) atau bekerja di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan. 
8) Pelayanan rehabilitasi medik di FKRTL dilakukan oleh dokter 
spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. 
9) Dalam hal rumah sakit belum memiliki dokter spesialis kedokteran 
fisik dan rehabilitasi medik, maka kewenangan klinis dokter 
spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medic dapat diberikan 
kepada dokter yang selama ini sudah ditugaskan sebagai 
koordinator pada bagian/ departemen/ instalasi rehabilitasi medik 
rumah sakit, dengan kewenangan terbatas sesuai kewenangan 
klinis dan rekomendasi surat penugasan klinis yang yang 
diberikan oleh komite medik rumah sakit kepada direktur/ kepala 
rumah sakit. 
10) Apabila di kemudian hari rumah sakit tersebut sudah memiliki 
dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik maka 
semua layanan rehabilitasi medik kembali menjadi wewenang dan 
tanggung jawab dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi 
medik. 
Isi peraturan yang telah dijabarkan di atas bukan merupakan MoU 
atau Perjanjian Kerja Sama asli tetapi hanya disesuaikan dengan 
kebutuhan data penelitian yaitu terkait pemenuhan persyaratan yang 
dibutuhkan oleh BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur sebagai 
mitra dari BPJS Kesehatan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait 
persyaratan tersebut, maka hampir seluruh informan memberikan 
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pernyataan yang sama. Seperti yang disampaikan oleh bapak B, yang 
menyatakan bahwa: 
“Pertama harus ada MoU atara BPJS Kesehatan dengan pihak rumah 
sakit, kemudian aturan-aturan lainnya yaitu tidak boleh keluar dari 
paket INA-CBGs, kecuali yang mereka atur ada yang bisa diklaim 
tersendiri misalnya pemeriksaan-pemeriksaan canggih dan obat-
obatan tertentu. Yang jelas aturan yang digelontorkan oleh pihak 
BPJS Kesehatan harus dipatuhi oleh pihak rumah sakit” 
(Wawancara pada tanggal 19 Mei 2016) 
 Yang dimaksud dengan isi MoU antara pihak BPJS Kesehatan 
dengan BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur yaitu sesuai 
dengan yang ada pada isi BAB III yaitu Kerja Sama Fasilitas Kesehatan 
dengan BPJS Kesehatan yang merupakan isi dari Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan 
Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Di dalam peraturan 
tersebut dibahas diantaranya yaitu prosedur pelayanan kesehatan, 
pelayanan kesehatan yang diberikan, pelayanan obat, alat kesehatan, 
dan bahan medis habis pakai yang disesuaikan dengan INA-CBGs. 
Sedangkan Ibu L, menyatakan bahwa: 
“Dari awal BLUD RSUD I Lagaligo sudah bekerja sama dengan PT. 
Askes dalam menjalankan asuransi kesehatan yang awalnya hanya 
ditujukan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja. Namun setelah 
diterapkannya BPJS Kesehatan, asuransi yang diberikan sudah 
bersifat menyeluruh karena berbagai kalangan sudah bisa pakai 
soalnya terbagi kepesertaannya ada yang ditanggung oleh 
pemerintah yaitu PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan yang membayar 
sendiri (Non PBI). Sehingga kalau untuk perjanjian kerjasamanya 
tidak ada yang berbeda secara keseluruhan melainkan bagian-bagian 
tertentunya saja. Jadi untuk kelengkapan berkas persyaratan 
langsung lanjut saja tinggal memenuhi beberapa kriteria untuk 
kebijakan yang baru ini.  Jadi tidak ada yang rumit”. 
 (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2016) 
Menurut pernyataan di atas, pada saat BLUD RSUD I Lagaligo 
Kabupaten Luwu Timur menerapkan atau melaksanakan kebijakan 
68 
 
asuransi kesehatan (askes), ada perjanjian kerja sama yang telah 
disepakati sebelumnya dengan PT. Askes yang saat ini telah berubah 
nama menjadi BPJS Kesehatan. Sehingga ketika kebijakan BPJS 
Kesehatan mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2014, maka isi MoU 
yang telah ada sebelumnya tinggal dilengkapi dengan perjanjian-
perjanjian tambahan yang disesuaikan dengan kebijakan yang ada saat 
ini.  
2. Ketaatan Pelaporan Klaim 
Klaim yang dimaksud di sini merupakan hak dari pihak fasilitator 
kesehatan yaitu BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur terkait 
kewajiban yang telah dilaksanakan yaitu memberikan pelayanan 
kesehatan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan. Kemudian klaim 
tersebut diajukan kepada BPJS Kesehatan untuk selanjutnya dibayarkan 
kepada pihak rumah sakit selaku penyelenggara kegiatan. Adapun alur 
proses klaim pelayanan peserta BPJS Kesehatan dapat dilihat pada 



























Alur pelayanan klaim di atas berkaitan dengan pendanaan di dalam 
Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 
Nasional. Klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan terlebih dahulu 
dilakukan verifikasi oleh verifikator BPJS Kesehatan yang tujuannya 
adalah untuk menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban 
pelayanan yang telah dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan. Ketentuan 
mengenai verifikasi klaim FKTP dan FKRTL diatur lebih lanjut dalam 
Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim yang diterbitkan BPJS Kesehatan (Bab V 


















Pada umumnya pelaksanaan pembayaran klaim bagi seluruh fasilitas 
kesehatan termasuk BLUD RSUD I Lagaligo kabupaten Luwu Timur 
sebagai FKRTL harus mengikut pedoman yang ada. Dan alur proses 
klaim pelayanan peserta JKN yang tertera di atas merupakan panduan 
yang digunakan oleh rumah sakit ini dalam menyelenggarakan kebijakan 
BPJS Kesehatan. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Bapak YT, 
yang menyatakan bahwa “Alur Pelayanan rumah sakit untuk pengajuan 
klaim mengikuti prosedur yang telah ada atau ditetapkan” 
(Wawancara pada tanggal 20 Mei 2016) 
Sedangkan untuk waktu pengajuan klaim, Fasilitas Kesehatan 
mengajukan klaim setiap bulan secara regular paling lambat tanggal 10 
bulan berikutnya, kecuali kapitasi, tidak perlu diajukan klaim oleh Fasilitas 
Kesehatan (Bab V Pendanaan, Bagian Ketentuan Umum poin ke-8). 
Berhubung dengan hal tersebut, BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu 
Timur selalu tepat waktu dalam mengajukan klaimnya seperti keterangan 
yang diberikan oleh Ibu L ketika diwawancarai, yang mengatakan bahwa: 
“Kalau rumah sakit I Lagaligo sendiri selama ini selalu tepat waktu 
dalam melaporkan klaimnya ke BPJS, bahkan sebelum batas akhir 
waktu yang ditentukan” 
(Wawancara pada tanggal 20 Mei 2016) 
Untuk mekanisme pembayaran klaim ada perbedaan antara FKTP 
dengan FKRTL. Untuk FKRTL, BPJS Kesehatan akan membayarkan 
klaim dengan sistem paket INA CBGs dan di luar paket INA CBGs. 
Berikut ini adalah penjelasannya: 
a. Mekanisme Pembayaran INA CBGs 
Pembayaran peayanan kesehatan dengan menggunakan sistem 
INA CBGs terhadap FKRTL berdasarkan pada pengajuan klaim 
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dari FKRTL baik untuk pelayanan rawat jalan maupun untuk 
pelayanan rawat inap. Klaim FKRTL dibayarkan oleh BPJS 
Kesehatan paling lambat 15 hari setelah berkas klaim diterima 
lengkap. Pengaturan lebih lanjut tentang sistem paket INA CBGs 
di atur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis INA CBGs. (Bab V 
Pendanaan, Bagian Mekanisme Pembayaran poin ke-5) 
b. Mekanisme Pembayaran di luar Paket INA CBGs 
Pembayaran pelayanan kesehatan dengan menggunakan sistem 
di luar paket INA CBGs terhadap FKRTL berdasarkan pada 
ketentuan Menteri Kesehatan. (Bab V Pendanaan, Bagian 
Mekanisme Pembayaran poin ke-6). 
Namun di dalam pelaksanaan pembayaran klaim ini masih ditemui 
kendala seperti kasus yang terjadi pada beberapa pasien peserta BPJS 
Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur yang 
klaimnya tidak dibayarkan oleh pihak BPJS Kesehatan. Hal tersebut 
diperoleh dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak B, yang 
menyatakan bahwa: 
“Rumah sakit ini selalu taat dalam melakukan pelaporan klaim terkait 
pelayanan kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Namun terkadang 
dalam prakteknya masih menemui kendala seperti ada klaim 
beberapa pasien peserta BPJS Kesehatan yang tidak dibayarkan oleh 
pihak BPJS Kesehatan karena adanya keterlambatan penerbitan SEP 
(Surat Elegibilitas Pasien). Kami merasa hal ini dikarenakan waktu 
penerbitan SEP yang ada yaitu 3x24 jam tidak cukup untuk melayani 
banyaknya pasien yang berobat, apalagi jika pasien yang ingin 
dilayani datang diluar jam kerja administrasi rumah sakit. Sehingga 
pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah pasien itu sendiri”. 
(Wawancara pada tanggal 18 Mei 2016) 
Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan di 
BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur  terkait klaim beberapa 
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orang pasien peserta BPJS Kesehatan yang tidak dibayarkan akibat 
keterlambatan dikeluarkannya Surat Elegibilitas Pasien (SEP) merupakan 
salah satu dari sekian permasalahan yang ada. Untuk kasus beberapa 
pasien tersebut dilatarbelakangi karena lambatnya pengurusan 
kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk dikeluarkannya SEP yang 
waktunya hanya dibatasi yaitu  3 x 24 jam. Hal tersebut dikarenakan 
berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pengurusan SEP tidak bisa 
diperoleh selama waktu yang telah ditentukan contohnya seperti kasus 
kecelakaan lalu lintas yang salah satu kelengkapan berkasnya adalah 
surat keterangan kecelakaan dari pihak kepolisian. Dimana berkas 
tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam pengurusannya.  
3. Integrated Clinical Pathway (ICP) Yang Disesuaikan dengan Indonesian- 
Case Base Groups (INA-CBGs) 
ICP adalah suatu konsep perencanaan pelayanan terpadu yang 
merangkum setiap langkah yang diberikan kepada pasien berdasarkan 
standar pelayanan medis dan asuhan keperwatan yang berbasis bukti 
dengan hasil yang terukur dan dalam jangka waktu tertentu selama 
pasien berada di rumah sakit. 
Rumah sakit di era BPJS Kesehatan saat ini harus memiliki ICP yang 
merujuk atau di sesuaikan dengan paketan INA-CBGs mulai dari 
pengadaan obat, penggunaan alat-alat kesehatan hingga pengadaan 
tenaga medis yang klaimnya dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Hal 
tersebut bertujuan untuk mengendalikan biaya dan mutu pelayanan 
kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan 
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sehingga efisiensi dapat diupayakan dalam pelaksanaan kebijakan ini. 
Hal senada juga disampaikan oleh Bapak YT, yang menyatakan bahwa: 
“Jadi memang Integrated Clinical Pathway dan INA-CBGs harus 
seiring karena disitu kita dapat melihat panduannya untuk setiap jenis 
penyakit, jadi panduan juga untuk tenaga medis dan paramedis untuk 
melakukan pelayanan sehingga ada yang namanya kendali mutu dan 
kendali biaya” 
    (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2016) 
 ICP bertindak sebagai peta dan model untuk perspektif perawatan 
klinis dan non klinis serta proses-prosesnya. Hal ini melibatkan urutan 
dan prioritas termasuk panduan-panduan serta protodol yang ada, 
standar, hasil akhir klinis dari pasien. Terdapat empat komponen utama 
ICP yaitu: 
a) Timeline atau Jangka Waktu. Berdasarkan jenis kasus yang ada, hal 
ini bisa berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan-
bulan. 
b) Kategori perawatan atau tindakan di tiap tingkatan, dan intervensi 
local yang direkomendasikan. 
c) Kriteria hasil menengah dan jangka panjang dapat ditentukan di awal. 
d) Varian-varian yang ada dapat dicatat (untuk mendokumentasikan dan 
menganalisa deviasi yang ada). 
Menurut Bapak AA,  yang menyatakan bahwa: 
“Kalau Integrated Clinical Pathway ada perubahan, karena di BPJS 
Kesehatan adalah sistem paket pada proses pelayanan sedangkan 
kalau jaminanan kesehatan daerah berdasarkan tindakan, jadi untuk 
ICPnya ada beberapa perbedaab untuk penggunaan obatnya karena 
harus disesuaikan dengan INA-CBGs” 
(Wawancara pada tanggal 21 Mei 2016) 
Seperti yang tercantum di dalam Pasal 24 Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan 
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Kesehatan pada Jaminana Kesehatan Nasional, diketahui bahwa 
pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai pada 
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) merupakan salah 
satu komponen yang dibayarkan dalam paket Indonesia Case Base 
Groups (INA-CBGs). Untuk hal obat yang dibutuhkan sesuai indikasi 
medis pada FKRTL tidak tercantum dalam Formularium Nasional, dapat 
digunakan obat lain berdasarkan persetujuan Komite Medik dan 
Kepala/Direktur rumah sakit.  
ICP yang ada pada setiap rumah sakit bersifat permanen dan 
keberadaannya ditujukan untuk peningkatan mutu dan keselamatan 
pasien. Sehingga sangat membantu dalam memberikan pelayanan medis 
yang terencana baik dan terpadu (melibatkan semua profesi) dengan 
hasil yang terukur dan mudah dipantau, sehingga dapat menjamin kendali 
mutu dan kendali biaya pengelolaan rumah sakit.  
Untuk kasus yang ditangani dan sesuai bagi ICP di dalam INA-CBGs 
adalah kondisi-kondisi umum yang diterima oleh rumah sakit. Kondisi-
kondisi ini dapat berbeda menurut devisi medis, operasi, UGD, dan lain-
lainnya. Tetapi, kondisi umum ini haruslah kondisi yang lazim terjadi dan 
membutuhkan biaya perawatan yang besar. Biaya yang besar ini dapat 
terjadi karena tingginya biaya peralatan yang digunakan, dan personel 
yang diperlukan memiliki keahlian tinggi. Determinan lain dari kasus yang 
sesuai dengan ICP adalah bahwa mereka harus memiliki hasil yang dapat 
diprediksi (baik hasil menengah atau jangka panjang) oleh spesialis dan 
praktisi layanan kesehatan. Hasil klinis ini harus didasari oleh hasil dari 
pasien itu sendiri dan faktor manajemen. 
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Seolah untuk membenarkan hal di atas, Bapak B memberikan 
pernyataan bahwa: 
“Integrated Clinical Pathway itu sebenarnya prosedur tetap, jadi tidak 
ada perbedaan sebelum atau sesudah diterapkan BPJS Kesehatan 
karena berlaku untuk semua rumah sakit, sedangkan INA-CBGs 
adalah paket pelayanan sementara untuk Integrated Clinical Pathway 
yang memang untuk sebuah kasus mau BPJS atau tidak, sudah 
seperti itu keberadaannya”  
(Wawancara pada tanggal 19 Mei 2016) 
Hal diatas menunjukkan bahwa Integrated Clinical Pathway yang ada 
pada BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur telah disesuaikan 
pelaksanaannya dengan INA-CBGs demi mendukung terselenggaranya 
kebijakan BPJS Kesehatan.  
Berdasarkan penjelasan serta pernyataan di atas dapat disimpulkan 
bahwa BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan 
kebijakan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 
menjadi mitra dari BPJS Kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa 
indikator seperti pemenuhan persyaratan sebagai mitra BPJS Kesehatan 
yang telah dilakukan, ketaatan pelaporan klaim yang selalu tepat waktu, dan 
ICP rumah sakit yang mengikuti INA-CBGs dalam pelayanan kesehatan 
kepada pasien peserta BPJS Kesehatan. 
IV.1.2.2 Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi 
Faktor kelancaran rutinitas fungsi terdiri dari dua indikator. Yang mana 
kedua indikator tersebut adalah kecepatan proses pelayanan kesehatan dan 
proses pelayanan kesehatan tanpa hambatan. Kedua indikator tersebut akan 
diuraikan sebagai berikut: 
1. Kecepatan Proses Pelayanan Kesehatan 
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Kecepatan proses pelayanan kesehatan merupakan ukuran yang 
digunakan untuk melihat bagaiman pelaksanaan pelayanan kesehatan di 
BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur. Hal ini dimaksudkan 
untuk meninjau proses pelayanan yang diberikan oleh pegawai rumah 
sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang diterkhususkan 
untuk pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap. Berdasarkan hasil 
wawancara yang dilakukan dengan Bapak YT yang menyatakan bahwa: 
“Jadi untuk kecepatan proses pelayanannya itu tidak ada yang 
dibeda-bedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan Pasien Non 
BPJS Kesehatan. Karena rumah sakit ini memiliki Standar Pelayanan 
Minimum, jadi semua perlakuan yang diberikan sama” 
(Wawancara pada tanggal 20 Mei 2016) 
 Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak B yang menyatakan 
bahwa: 
“Kita disini ada Standar Pelayanan Minimum yang diberikan sesuai 
dengan kelas rumah sakit kita yaitu Lulus Perdana. Jadi kita 
berpatokan dengan itu” 
(Wawancara pada tanggal 19 Mei 2016) 
 Untuk mengukur standar kecepatan proses pelayanan di BLUD RSUD 
I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur, maka dapat dilihat melalui Standar 
Pelayanan Minimum (SPM)nya. Karena SPM yang saat ini dijadikan 
sebagai acuan dalam proses pelayanan kesehatannya di rumah sakit 
tersebut. SPM merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (public 
policy) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang 
disediakan oleh suatu instansi sebagai salah satu indikator untuk 
kesejahteraan pasiennya. Dan berikut ini adalah SPM BLUD RSUD I 
Lagaligo Kabupaten Luwu Timur yang hanya dikhususkan pada dua 





Standarisasi Pelayanan Minimum Rawat Jalan dan Rawat Inap 
No Jenis Pelayanan Indikator Standar 
1 Rawat Jalan  Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik 
Spesialis 
 Ketersediaan pelayanan rawat jalan  
 Ketersediaan pelayanan rawat jalan di 
Rumah Sakit Jiwa 
 Buka pelayanan sesuai ketentuan 
 Waktu tunggu di rawat jalan 
 Kepuasan pelanggan pada rawat jalan 
 Pasien rawat jalan tuberculosis yang 







< 50 menit 
>90% 
≥ 60% 
2 Rawat Inap  Pemberian pelayanan Rawat Inap  
a. Dr. Spesialis 
b. Perawat minimal D3 
 Dokter Penanggungjawab pasien rawat 
inap 
 Ketersediaan pelayanan rawat inap 
a. Anak 
b. Penyakit Dalam 
c. Kebidanan 
d. Bedah 
 Jam visite dokter spesialis 08.00 s/d 14 
WITA 
 Kejadian infeksi pasca operasi 
 Angka kejadian infeksi nosokomial 
 Tidak adanya kejadian pasien jatuh 
yang berakibat kecacatan/kematian 
 Kematian pasien > 48 jam 
 Kejadian pulang paksa 
 Kepuasan pelanggang rawat inap 
 Pasien rawat inap tuberculosis yang 


























 Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 
Bapak AA, yang menyatakan bahwa: 
“Untuk pelayanan sendiri tidak ada yang berubah baik sebelum 
maupun setelah diterapkan BPJS Kesehatan, artinya kita memberikan 
pelayanan seoptimal mungkin seperti biasanya” 
(Wawancara pada tanggal 21 Mei 2016) 
 Selain SPM, BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur juga 
memiliki prosedur pelayanan yang menjadi acuan sebagai berikut: 
1. Peserta datang ke rumah sakit dengan menunjukkan nomor identitas 
peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan surat rujukan kecuali kasus 
emergency tanpa surat rujukan. 
2. Peserta menerima Surat Elegibilitas Pasien (SEP) untuk 
mendapatkan pelayanan. 
3. Peserta dapat memperoleh Pelayanan Rawat Jalan (PRJ) atau 
Pelayanan Rawat Inap (PRJ) sesuai indikasi medis. 
4. Apabila dokter memeriksa bahwa surat keterangan bahwa pasien 
masih memerlukan perawatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat 
Lanjutan (FKRTL) maka kunjungan berikutnya pasien langsung ke 
Rumah Sakit dengan membawa surat keterangan dari dokter 
tersebut. 
Sedangkan secara umum pelayanan kesehatan bagi setiap rumah 
sakit yang menjadi mitra dari BPJS Kesehatan disesuaikan dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan 
kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Pada pasal 20 disebutkan 
bahwa Pelayanan Kesehatan di FKRTL meliputi: 
a. Administrasi Pelayanan; 
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b. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik oleh dokter 
spesialis dan subspesialis; 
c. Tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non bedah sesuai 
dengan indikasi medis; 
d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 
e. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi 
medis; 
f. Rehabilitasi medis; 
g. Pelayanan darah; 
h. Pelayanan kedokteran forensik klinik; 
i. Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas 
Kesehatan; 
j. Perawatan Inap non Intensif; dan 
k. Perawatan Inap di ruang intensif. 
 Menurut keterangan Bapak S yang menyatakan bahwa: “Justru saya 
lihat BPJS ini cepat sekali dilayaninya dan tidak ada kendala” 
(Wawancara pada tanggal 20 Mei 2016). 
Keterangan informan di atas terkait kecepatan pelayanan kesehatan 
yang dirasakannya dan tidak adanya kendala dikarenakan selama 
menjalani proses perawatan di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu 
Timur, beliau tidak pernah mendapatkan kendala-kendala yang berarti 
melainkan merasa terbantu dengan adanya kebijakan BPJS Kesehatan 
seperti ruangan perawatan yang beliau dapatkan terasa nyaman dan 
pelayanan kesehatan yang beliau dapatkan dari petugas kesehatan juga 
baik. Sedangkan menurut Ibu E yang menyatakan bahwa: 
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“Saya sebelumnya pernah berobat ke rumah sakit ini dengan 
menggunakan kartu jamkesmas, jadi kalau mau dibandingkan proses 
kecepatan pelayanannya sama saja dan tidak ada yang berbeda” 
(Wawancara pada tanggal 20 Mei 2016) 
 Pernyataan informan di atas merupakan pengalaman pribadi yang 
dialami dan beliau mencoba untuk membandingkan proses pelayanan 
sebelum dan sesudah diterapkan kebijakan BPJS Kesehatan karena 
beliau juga pernah melakukan pengobatan di BLUD RSUD I Lagaligo 
Kabupaten Luwu Timur ketika masih menggunakan Askes. Dan menurut 
beliau pelayanannya tidak ada yang berbeda melainkan sama saja. 
Namun pernyataan berbeda justru disampaikan oleh keluarga ibu RS 
yang menyatakan bahwa: 
“Untuk proses pelayanan rujukannya cepat, hanya saja yang saya 
komplainkan adalah obatnya. Karena untuk apa dibayar mahal-mahal 
kalau ujung-ujungnya hanya dapat obat generik saja. Sedangkan ibu 
saya cocoknya pakai obat-obatan yang harganya agak lebih mahal 
dari obat biasanya. Tetapi kendalanya adalah obat tersebut tidak bisa 
didapatkan di apotek rumah sakit, jadi kalau mau beli harus cari di 
luar dulu” 
 (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2016) 
 Sebenarnya pernyataan informan di atas sama dengan pernyataan 
dari kedua informan sebelumnya yaitu proses pelayanan kesehatan yang 
diperoleh cepat dan baik. Hanya saja dari segi obat-obatan yaitu obat 
generik yang diberikan menurut beliau tidak ada yang berbeda justru tidak 
begitu memberikan kesembuhan untuk penyakit yang diderita oleh ibu. 
Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya ibu beliau sudah sering 
berobat dengan menggunakan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan di 
BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur, tetapi tidak pernah 
mendapatkan kesembuhan yang permanen, malainkan harus bolak balik 
masuk ke rumah sakit. 
81 
 
 Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak MY yang menyatakan 
bahwa: 
“Untuk BPJS Kesehatan, pertama-tama kalau kita ke poli biasanya 
lambat dibuka, selain itu pernah juga saya sudah lama mengantri 
tetapi nama saya tidak dipanggil, padahal saya urutannya ada 
dibagian-bagian awal daftar antrian. Padahal sebelumnya saya sudah 
terdaftar dan seharusnya sudah dipanggil untuk dilayani, makanya 
saya sempat komplain. Kalau menurut saya lebih enak pakai 
Jamkesmas karena lebih cepat pelayanannya”  
(Wawancara pada tanggal 21 Mei 2016) 
 Berbeda halnya dengan pernyataan ketiga informan di atas terkait 
kecepatan proses pelayanan kesehatan yang pernah didapatkan di BLUD 
RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur, informan ini memiliki pendapat 
tersediri terkait pengalaman yang didapatkannya selama menjadi pasien 
peserta BPJS Kesehatan. Beliau menilai pelayanan yang diberikan oleh 
rumah sakit ini justru lebih lambat dan tidak memuaskan semenjak 
diterapkannya BPJS Kesehatan. Dan menurut beliau pelayanan 
menggunakan Jaminanan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) justru 
lebih memuaskan. 
  Berdasarkan pernyataan dari beberapa pasien di rawat inap maupun 
rawat jalan dapat diketahui bahwa kecepatan proses pelayanan di BLUD 
RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur menimbulkan perspektif yang 
berbeda. Karena di satu sisi, ada pasien yang merasa proses pelayanan 
yang mereka dapatkan sangat cepat, namun di sisi lain ada juga yang 
merasa proses pelayanannya sangat lambat. Namun jika ditarik 
kesimpulan dapat diketahui bahwa sebenarnya rumah sakit sudah 
seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan kesehatan yang cepat 
dan bermutu kepada pasien peserta BPJS Kesehatan, hanya saja ada 
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memang beberapa kendala di dalam penerapannya sehingga pelayanan 
yang diberikan oleh pihak rumah sakit terkesan lambat. 
 
2. Proses Pelayanan Kesehatan Tanpa Hambatan 
Suatu proses pelayanan kesehatan dapat dikatakan berhasil apabila 
tidak ada kendala atau hambatan di dalam proses pelaksanaannya. 
Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pelayanan kesehatan 
di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur maka dilakukan 
wawancara dengan beberapa informan terkait.  
Kendala atau hambatan merupakan realita yang tidak bisa dihindari di 
dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Karena proses perumusan dan 
pengimplementasiannya adalah sesuatu hal yang berbeda. Di dalam 
proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan tentunya banyak kendala 
yang dihadapi dan hal tersebut memerlukan solusi alternatif. Adapun 
menurut keterangan bapak B, menjelaskan secara rinci terkait kendala-
kendala yang dihadapai, beliau menyatakan bahwa: 
“Sebenarnya dalam proses pelayanan BPJS Kesehatan selalu ada 
hambatan yang ditemui seperti contoh ada bagian dari rumah sakit 
yang merasa dirugikan dengan diterapkan kebijakan tersebut karena 
merasa paket INA-CBGsnya sangat kurang, seperti yang terjadi pada 
bagian pelayanan medis poli Obygn yang setiap tahunnya mengalami 
defisit sebesar Rp.600.000.000. Masalah lainnya yaitu klaim beberapa 
pasien peserta BPJS Kesehatan yang tidak dibayarkan oleh pihak 
BPJS Kesehatan karena adanya keterlambatan penerbitan Surat 
Elegibilitas Pasien (SEP). Menurut kami hal tersebut disebabkan 
karena waktu penerbitan SEP yang saat ini yaitu 3x24 jam tidak 
cukup untuk melayani banyaknya jumlah pasien yang berobat, apalagi 
jika pasien yang datang untuk berobat, masuk di luar jam pelayanan 
administrasi rumah sakit. Sehingga kasus ini paling merugikan pihak 
pasiennya. Selain itu masalah ketentuan waktu untuk rawat inap 
pasien peserta BPJS Kesehatan yang klaimnya dibatasi. Contohnya 
kasus pasien yang seharusnya dirawat 3-4 hari, harus bertambah 
waktu rawat inapnya menjadi 10-15 hari akibat infeksi nosokomial 
(infeksi yang didapatkan di rumah sakit). Sehingga klaim yang 
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dibayarkan oleh pihak BPJS Kesehatan kepada pasein tersebut 
hanya sesuai waktu yang ditentukan, sisa waktu lainnya harus dibayar 
sendiri oleh pihak pasien. Bahkan tidak menutup kemungkinan dokter 
yang menangani pasien jika hanya berfikir keuntungan akan 
memulangkan pasien sebelum waktunya karena jumlah pembayaran 
sudah melebihi tanggungan yang klaimnya dibayarkan oleh pihak 
BPJS Kesehatan. Namun untuk data pastinya kami tidak ada, hanya 
berdasarkan keluhan atau komplain yang dirasakan oleh pasien yang 
bersangkutan, karena kami biasanya selalu mengadakan monitoring 
terkait pelayanan rumah sakit. ” 
(Wawancara pada tanggal 19 Mei 2016) 
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak AA yang 
menyatakan bahwa: 
“Kalau dalam pelaksanaan pelayanan kesehatannya sendiri 
sebenarnya ada beberapa kendala karena dipengaruhi oleh sistem 
pelayanan yang ada pada BPJS Kesehatan yaitu sistem paket dan ini 
sebenarnya merugikan rumah sakit. Karena terkadang ada pasien 
yang memerlukan biaya perawatan lebih lama namun karena paketan 
BPJS itu begini, kita datang berobat sakit ini namun hanya segini 
yang dibayarkan, sehingga berapa haripun dirawat tetap segini yang 
dibayarkan, jadi secara materiil rumah sakit dirugikan karena 
kebijakan ini. Utamanya di pelayanan Poli Obygn bahkan setiap bulan 
selalu mengalami minus atau defisit dari segi pendapatannya. Selain 
itu, kendala yang biasa dihadapi adalah terkait perubahan-perubahan 
yang sewaktu-waktu bisa berubah tanpa adanya pemberitahuan 
terlebih dahulu, nanti setelah terjadi baru disampaikan begini 
aturannya, jadi tidak ada penyampaian sebelumnya kesini. Seperti 
kasus penggunaan obat, ada beberapa obat yang tidak bisa 
digunakan di BPJS Kesehatan tetapi rumah sakit sudah 
menggunakannya karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. 
(Wawancara pada tanggal 21 Mei 2016) 
Sedangkan pernyataan beberapa informan di atas berusaha 
diluruskan oleh bapak YT yang menyatakan bahwa:  
“Kalau dalam proses pelayanan kesehatan sendiri mau tanpa BPJS 
Kesehatan pasti ada masalah, dengan BPJS Kesehatan pun 
masalahnya juga bertambah. Jadi saya kira dalam 
mengaplikasikannya BPJS Kesehatan ini di rumah sakit pasti ada 
kendala-kendala yang ditemui, tetapi untuk setiap masalah yang ada 
kami selalu berupaya untuk mencarikan solusinya. Seperti masalah 
defisit pendapatan di bagian poli Obygn sebenarnya kalau dilihat per 
kasus pasti ada defisitnya bahkan mungkin setiap bagian hampir 
semuanya defisit,  tetapi kita kan hitungnya secara keseluruhan. Jadi 
kalau ada salah satu bagian yang defisit penerimaan akan langsung 
ditutupi dengan bagian yang surplus penerimaannya. Karena kita 
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menggunakan asas gotong royong. Intinya rumah sakit dan BPJS 
Kesehatan memiliki standarisasi tersendiri untuk biaya pengobatan. 
Namun otonomi rumah sakit yang ada sekarang harus mengikuti 
standarisasi dari BPJS Kesehatan. 
(Wawancara pada tanggal 20 Mei 2016) 
Berdasarkan penjelasan serta pernyataan tersebut di atas, dapat 
dikatakan bahwa kelancaran rutinitas fungsi di BLUD RSUD I Lagaligo 
Kabupaten Luwu Timur semenjak diterapkannya kebijakan BPJS Kesehatan 
tidak cukup baik. Hal tersebut dapat di lihat dari beberapa indikator yaitu 
kecepatan proses pelayanan kesehatan dan proses pelayanan kesehatannya. 
Untuk kecepatan proses pelayanan kesehatan, ada beberapa pasien yang 
merasa puas namun di sisi lain ada juga merasa tidak puas. Sedangkan untuk 
proses pelayanan kesehatannya masih menemui beberapa kendala atau 
hambatan diantaranya seperti salah satu bagian rumah sakit yaitu Poli Obygn 
yang setiap tahunnya selalu mengalami defisit pendapatan sebesar 
Rp.600.000.000 setiap tahunnya, keterlambatan penerbitan Surat Elegibilitas 
Pasien (SEP) peserta BPJS Kesehatan, masalah ketentuan waktu rawat inap, 
dan sistem INA-CBGs dalam hal pembayaran klaim peserta BPJS Kesehatan 
yang dianggap membebani pihak pasien dan rumah sakit karena adanya 
pembatasan waktu rawat inapnya (hasil ini diketahui dari data primer yaitu 
melalui proses wawancara dengan informan terkait, sedangkan untuk data 
sekundernya tidak dapat dilampirkan karena bersifat rahasia). 
IV.1.2.3 Terwujudnya Dampak Yang Dikehendaki 
 Dampak dari suatu kebijakan merupakan hasil akhir yang diinginkan 
untuk melihat apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan 
atau tidak. Dan faktor ini terdiri dari tiga indikator yaitu tingkat kualitas pelayanan 
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kesehatan, tingkat kepuasan pasien dan surplus penerimaan bagi rumah sakit. 
Ketiga faktor tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 
1. Tingkat Kepuasan Pasien dan Rumah Sakit 
 Tingkat kepuasan merupakan tolak ukur dari dampak suatu kebijakan. 
Dalam penelitian ini, tingkat kepuasan yang dimaksud terbagi menjadi 2 yaitu 
tingkat kepuasan pasien peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan 
pelayanan kesehatan di rumah sakit dan tingkat kepuasan rumah sakit 
sebagai penyelenggara dari kebijakan BPJS Kesehatan.  
 Untuk mengukur tingkat kepuasan pasien BPJS Kesehatan terhadap 
pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur, 
maka digunakan SPM (Standar Pelayanan Minimum) untuk melihat tingkat 
kepuasan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah 
sakit. Adapun studi pendahuluan tentang capaian pelayanan dari BLUD 
RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur tahun 2013, 2014, 2015 yang 


















Jumlah % Jumlah 
% 
1 Pasien Baru 
15.198 
40 13.634 37 
2 Pasien Lama 
22.725 
60 23.438 63 




Rata-rata Kunjungn/hari 122 pasien - 118 pasien 
- 
Jenis Asuransi 
    
 a. Jamkesda 21.647 
57 17.855 48 
 b. Jamkesmas - - - - 
 c. umum 
3.411 
9 2.379 7 
 d. JKN/Askes 
12.838 
34 16.837 45 
Sumber: Data sekunder yang telah diolah BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten 
Luwu Timur 
 
 Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan pasien peserta BPJS 
Kesehatan (JKN) terhadap pelayanan rumah sakit di unit gawat darurat (poli 
klinik) dapat dilihat dari jumlah pasien yang berkunjung setiap tahunnya. Dan 
hal tersebut dapat dilihat pada table di atas yang menjelaskan bahwa ada 
peningkatan jumlah jumlah pasien yaitu pada tahun 2014 yang awalnya 
hanya 12.838 orang (34%) bertambah jumlahnya pada tahun 2015 menjadi 







Capaian Pelayanan Instalasi Rawat Inap 
No Uraian 
Tahun 2014 Tahun 2015 
Jumlah  % Jumlah % 
1 Jumlah Pasien 12.172 - 12.508 
- 

































3 Jenis Pasien: 
a. Pasien Baru 








4 Hari Perawatan Kelas: 
 VIP Matano 
 Kelas 1 & 2 
(Towuti) 
 Mahalona 1 
 Mahalona 2 
 Mahalona 3 























































Sumber: Data sekunder yang telah diolah pada BLUD RSUD I Lagaligo 
Kabupaten Luwu Timur 
 
  Untuk unit rawat jalan, tingkat kepuasan pasien peserta BPJS 
Kesehatan/JKN juga mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya 
jumlah pasien yang awalnya pada tahun 2014 hanya 4.174 orang (36%) 
kemudian naik pada tahun 2015 menjadi 5.555 orang (44%). 
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 Berdasarkan hasil wawancara terkait kepuasan pasien peserta BPJS 
Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD RSUD I 
Lagaligo Kabupaten Luwu Timur. Adapun jawaban informan yaitu bapak S 
yang mengatakan bahwa: 
“Saya merasa sangat puas dengan pelayanan BPJS Kesehatan di rumah 
sakit ini karena penanganannya cepat dan fasilitas ruangan rawat inap 
yang disediakan juga bagus” 
(Wawancara pada tanggal 20 Mei 2016) 
 Hal tersebut disampaiakan oleh Bapak S ketika ditemui di sela-sela 
menjalani masa perawatan di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu 
Timur. Beliau menyampaikan tanggapan positifnya terkait pelayanan yang 
didapatnya di rumah sakit ini. Menurutnya, kebijakan BPJS Kesehatan sangat 
membantu dari segi pelayanan ruangan rawat inapnya yang sangat nyaman.  
Pernyataan senada juga disampaikan oleh ibu E yang menyatakan bahwa: 
“Ya pelayanannya bagus dan saya merasa dimudahkan” (Wawancara pada 
tanggal 21 Mei 2016). 
 Pelayanan yang dimaksud oleh Ibu E disini adalah terkait pelayanan para 
petugas medis maupun non medis di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten 
Luwu Timur yang sangat baik dan mudah dalam memberikan pelayanan 
kesehatan kepadanya sebagai pasien peserta BPJS Kesehatan. 
 Sedangkan peryataan berbeda disampaikan oleh keluarga dari Ibu SR 
yang menyatakan bahwa: 
“Saya itu mau dibilang kesal tidak juga, mau di bilang tidak tetapi kesal 
juga. Ya soalnya istilahnya BPJS obatnya seperti antalgin, parasetamol, 
dan ampisilin. Sedangkan untuk penyakit gula tidak ada obat paten lah 
dan yang cocok justru obat mahal bukan obat generik. Terus untuk 
mendapatkan obatnya juga harus beli sendiri di apotek yang ada di luar 
rumah sakit karena rumah sakit tidak menyediakan” 
   (Wawancara pada tanggal 21 Mei 2015)  
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 Dari pernyataan yang disampaikan oleh keluarga dari Ibu SR dapat 
diketahui bahwa sebenarnya ada ketidak senangan dari pasien peserta BPJS 
Kesehatan terkait obat-obatan yang diberikan. Karena mereka beranggapan 
bahwa untuk apa mengeluarkan uang setiap bulannya demi membayar BPJS 
Kesehatan (untuk peserta kelas I dan kelas II) kalau obat yang diberikan 
hanya obat generik yang fungsi dan khasiatnya hanya berfungsi pada 
penyakit-penyakit tertentu atau dalam hal ini penyakit ringan saja. Sedangkan 
untuk penyakit berat seperti Gula (Diabetes) membutuhkan obat-obatan yang 
mahal. Hal tersebut disampaikan karena keluarga pasien merasa sudah 
sering bolak balik rumah sakit tetapi tidak pernah mendapatkan perubahan 
yang signifikan dari penyakit yang diderita. 
 Selain tingkat kepuasan pasien, rumah sakit juga memiliki tingkat 
kepuasan tersendiri terhadap kebijakan BPJS Kesehatan sebagai 
penyelenggara pelayanan kesehatan atau Fasilitas Kesehatan Rujukan 
Tingkat Lanjut (FKRTL). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara 
berikut ini dengan Bapak B yang menyatakan bahwa: 
“Kalau ditanya tingkat kepuasan rumah sakit seperti apa terhadap 
kebijakan BPJS Kesehatan ini, jawabannya pasti tidak puas soalnya 
hambatan atau kendala semakin banyak ditemui selama kebijakan ini 
diterapkan” 
(Wawancara pada tanggal 20 Mei 2016) 
 Keterangan informan di atas menggambarkan bahwa kebijakan BPJS 
Kesehatan selama ini tidak memberikan keuntungan kepada BLUD RSUD I 
Lagaligo Kabupaten Luwu Timur, hal tersebut dapat diketahui dari beberapa 
permasalahan yang muncul seperti yang dijelaskan pada pembahasan 
sebelumnya diantaranya yaitu kasus defisit pendapatan yang terjadi di bagian 
poli obygn dan klaim beberapa pasien yang tidak dibayarkan yang 
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disebabkan karena keterlambatan penerbitan SEP karena masa tenggang 
waktu yang hanya 3 x 24 jam untuk pengurusannya. Selain itu, masalah lain 
yaitu lama waktu perawatan pasien yang disebabkan oleh inveksi nosokomial 
(inveksi yang diperoleh di rumah sakit) sehingga yang seharusnya biaya 
perawatan sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, hanya ditanggung 
sebagian saja karena adanya batasan waktu yang ditentukan. 
 Dan hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak AA, yang menyatakan 
bahwa: 
“Ya pasti rumah sakit merasa tidak puas dengan kebijakan BPJS 
Kesehatan ini, dan saya rasa seluruh Indonesia tahu seperti apa 
permasalahan yang muncul dari diterapkannya kebijakan ini. Seperti 
masalah penyediaan obat yang dibatasi dan harus disesuaikan dengan 
INA-CBGs dan informasi penerapan kebijakan-kebijakan tertentu yang 
informasinya lambat diberitahukan oleh pihak BPJS Kesehatan dan masih 
banyak lagi” 
 (Wawancara pada tanggal 21 Mei 2016) 
 Pernyataan informan di atas membenarkan pernyataan dari informan 
sebelumnya dan sedikit menambahkan beberapa kasus sebagai alasan yang 
menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan rumah sakit terhadap penerapan 
kebijakan BPJS Kesehatan. 
2. Surplus Pendapatan Bagi Rumah Sakit 
Surplus merupakan kondisi yang menggambarkan bahwa pendapatan 
lebih banyak dari pada pengeluaran. Sedangkan yang dimaksud dengan 
surplus penerimaan pada penelitian ini adalah terkait penerimaan klaim dari 
hasil pelayanan kepada pasien BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh rumah 
sakit sebagai penyelenggara kebijakan BPJS Kesehatan.  
91 
 
 Oleh karena itu, untuk melihat hasil tersebut maka dilakukanlah studi 
dokumen yang berkaitan dengan penerimaan yang diperoleh BLUD RSUD I 
Lagaligo Kabupaten Luwu Timur terkait penerapan kebijakan BPJS 
Kesehatan yaitu sebagai berikut: 
Tabel IV.4 
Pendapatan dan Realisasi Penerimaan Jasa Layanan Pasien 
JKN/ BPJS Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur 
NO TAHUN TARGET REALISASI 
1 2014 Rp. 15.641.803.157 Rp.16.538.393.286 
2 2015 Rp. 21.965.722.598 Rp. 20.061.467.317 
Sumber: Data Sekunder yang telah diolah pada BLUD RSUD I Lagaligo    
   Kabupaten Luwu Timur 
 
Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa pendapatan BLUD 
RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur terkait penyelenggaraan kebijakan 
BPJS Kesehatan pada tahun 2014 mengalami surplus penerimaan yaitu 
sebesar Rp.896.590.129 dan pada tahun 2015 mengalami defisit pendapatan 
yaitu sebesar 1.904.255.281 (hasil selisih dari target yang dikurangkan 
dengan realisasi). Sedangkan untuk hasil wawancara yang dilakukan dengan 
Bapak YT, yang menyatakan bahwa: 
“Kalau dikatakan surplus atau defisit pastinya ada pembanding. Nah 
sejauh ini kalau dibandingkan dengan tarif rumah sakit hampir balance 
jadi tidak defisit. Tetapi kalau mau dilihat pada setiap kasus pasti ada 
yang defisit, karena pembayarannya dari BPJS Kesehatan adalah paket 
INA-CBGs. Yang cara penilainnya dengan tidak melihat langsung 
melainkan hanya mendiagnosa. Di kasus lain misalnya pasien A defisit, 
pasien B dan C surplus, itu digabungkan. Jadi kalau total keseluruhan 
adalah balance. Seperti masalah defisit pendapatan di bagian poli Obygn 
sebenarnya kalau dilihat per kasus pasti ada defisitnya bahkan mungkin 
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setiap bagian hampir semuanya defisit,  tetapi kita kan hitungnya secara 
keseluruhan. Jadi kalau ada salah satu bagian yang defisit penerimaan 
akan langsung ditutupi dengan bagian yang surplus penerimaannya. 
(Wawancara pada tanggal 20 Mei 2016) 
Dari pernyataan yang disampaikan oleh informan di atas, dapat diketahui 
bahwa sebenarnya masalah defisit pendapatan itu hanya diketahui jika dilihat 
dari data setiap kasus seperti salah satunya pada bagian poli Obygn, tetapi 
jika dilihat secara keseluruhan maka tidak ada defisit pendapatan yang 
ditemui melainkan seimbang, karena untuk kasus-kasus yang memiliki defisit 
pendapatan, dapat ditutupi dengan kasus yang memiliki surplus pendapatan. 
Karena BPJS Kesehatan memiliki sifat gotong royong atau saling membantu 
antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. 
Sedangkan menurut Bapak AA menyatakan bahwa: 
“Kalau surplus pendapatan di rumah sakit ini saling mengimbangi, tetapi 
kalau seperti di Obygn jarang mengalami surplus bahkan tidak pernah, 
melainkan defisit terus. Tetapi diimbangi dari pelayanan lain seperti Poli 
Interna dan bagian Bedah” 
(Wawancara pada tanggal 21 Mei 2016) 
Maksud dari pernyataan informan di atas sebenarnya sama dengan 
informan sebelumnya terkait masalah defisit pendapatan di bagian poli 
Obygn yang penilaiannya dilihat secara perkasus. Hanya saja untuk masalah 
Poli Obygn yang selalu mengalami defisit pendapatan setiap tahunnya 
dikarenakan bagian ini merupakan yang paling banyak ke dua jumlah 
pasiennya setelah poli bedah umum dan paling lama waktu penanganannya. 
Sehingga seringkali klaim peserta BPJS Kesehatan yang melakukan 
pengobatan di bagian poli ini tidak dibayarkan, karena batasa waktu 
perawatan atau pengobatannya selalu melewati batas waktu yang telah 
ditentukan untuk pembayaran klaimnya. Dan pernyataan yang sama 
dikuatkan oleh Bapak BS yang menyatakan bahwa: “Seperti yang terjadi 
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pada  bagian pelayanan medis poli Obygn yang setiap tahunnya mengalami 
defisit pendapatan sebesar Rp.600.000.000.” 
Berdasarkan penjelasan dan pernyataan diatas maka dapat diketahui 
bahwa penerapan kebijakan BPJS Kesehatan untuk tingkat kepuasan pasien 
cukup baik walaupun ada juga pasien yang merasa tidak puas dengan 
pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Sedangkan untuk tingkat 
kepuasan rumah sakit (BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur) 
terkait penerapan kebijakan BPJS Kesehatan ini, tidak mendapatkan respon 
yang positif dan hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan pihak 
rumah sakit yang menjadi informan terkait. Sedangkan untuk pendapatan 
rumah sakit terkait penerapan BPJS Kesehatan dapat dilihat pada data yang 
diperoleh dari BLUD RSUD I Lagaligo terkait Pendapatan dan Realisasi 
Penerimaan Jasa Layanan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS 
Kesehatan dan juga melalui hasil wawancara dengan informan terkait dapat 
diketahui bahwa untuk pendapatan rumah sakit terkait penyelenggaraan 
kebijakan BPJS Kesehatan pada tahun 2014 mengalami surplus penerimaan 
yaitu sebesar Rp.896.590.129 dan pada tahun 2015 mengalami defisit 
sebesar Rp.1.904.255.281 (hasil selisih dari target yang dikurangkan dengan 
realisasi). Sedangkan untuk hasil wawancara yang dilakukan dengan 
beberapa narasumber terkait diketahui bahwa ada kasus yang selalu 
mengalami defisit bahkan tidak pernah mengalami surplus penerimaan yaitu 
bagian poli Obygn (untuk data terkait tidak bisa dilampirkan karena bersifat 
rahasia bagi BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur), namun secara 
keseluruhan dapat diimbangi dengan surplus pendapatan yang diperoleh dari 
poli interna dan bedah. Jadi intinya secara umum seimbang. 
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IV.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan BPJS 
Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur 
Setelah dijabarkan dan dijelaskan di atas terkait implementasi kebijakan 
BPJS Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur melalui tiga 
pendekatan dari teori yang yang dikemukakan oleh Randall B. Repley dan Grace 
A. Franklin yaitu pertama tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, kedua 
kelancaran rutinitas fungsi, dan ketiga terwujudnya dampak yang dikehendaki, 
maka diketahui bahwa masih ditemukan beberapa permasalahan atau kendala di 
dalam pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu pada bagian ini akan 
dijelaskan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan BPJS 
Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur yaitu: 
IV.2.1 Faktor Pendukung 
 Sejak diterapkannya Kebijakan BPJS Kesehatan yang dilaksanakan oleh 
BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur, maka ada beberapa hal yang 
mendukung dilaksanakannya kebijakan tersebut. Beberapa diantaranya yaitu: 
1. Tersedianya Sarana dan Prasarana 
Suatu kebijakan akan terimplementasi dengan baik jika ditunjang oleh 
sarana dan prasarana yang tersedia. Seperti halnya dalam pemberian 
pelayanan terkait kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo 
Kabupaten Luwu Timur.  Sarana dan prasana yang dimaksud di sini 
adalah:tempat tidur yang disediakan di ruang perawatan masing-masing 
kelas yaitu sebanyak 114 buah dan hal-hal penunjang lainnya seperti Ipal, 
Genzet, Incenerator, PDAM dan Sumur Bor, Hot Spot, SIM RS, Kendaraan 
Dinas, Pemusalaran Jenazah, Mushola, Asrama Putra/Putri, Rumah Dinas 
Direktur dan Dokter, Kantin, Water Treatment, O2 Sentral, Parking Area, dan 
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Ambulnce/Mobil Jenazah. Kelengkapan sarana dan prasarana ini menjadi 
suatu hal yang penting karena sangat menunjang kelancaran pelaksanaan 
kebijakan BPJSKesehatan. Atau dengan kata lain dapat membuat 
implementasi kebijakan BPJS Kesehatan berjalan dengan baik. Dan hal 
tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak YT yang 
menyatakan bahwa: 
“Salah satu syarat rumah sakit dapat menjadi mitra dari BPJS 
Kesehatan adalah karena kelengkapan sarana dan prasarananya. 
Jadi tidak mungkin rumah sakit ini dapat menjadi salah satu FKRTL 
kalau tidak lengkap sarana dan prasaranya”  
(Wawancara pada tanggal 20 Mei 2016) 
2. Tersedianya Tenaga Kesehatan 
Mengenai tersedianya tenaga medis, perawat dan tenaga kesehatan 
lainnya di rumah sakit ini tentunya sangat membantu dalam pelaksanaan 
kebijakan BPJS Kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan 
jumlah pasien peserta JKN/ Askes yang selalu mengalami peningkatan 
selama tiga tahun terakhir yaitu untuk pasien rawat jalan pada pada tahun 
2014 terdapat 12.838 orang dan pada tahun 2015 terdapat 16.837 orang. 
Sedangkan untuk pasien rawat inap pada pada tahun 2014 terdapat 4174 
orang dan pada tahun 2016 terdapat 5.555 orang. Melihat peningkatan 
jumlah pasien peserta BPJS Kesehatan yang terus bertambah selama tiga 
tahun terakhir ini, maka keberadaan tenaga kesehatan yang sangat 
dibutuhkan dalam hal pemberian pelayanan BPJS Kesehatan. Oleh karena 
itu, BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu 
rumah sakit yang sangat sigap dengan hal tersebut, ini dapat dilihat dari 
tersedianya 530 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari 200 orang tenaga 
PNS, 111 orang tenaga Upah Jasa, dan Tenaga Sukarela sebesar 219 orang 
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(Data dari profil BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur). Seperti 
pernyataan yang disampaikan oleh Bapak YT yang menyatakan bahwa: 
“Kalau tenaga kesehatan memang kita disini ada 530 orang yang 
semuanya terdiri dari PNS, Tenaga Upah Jasa dan Tenaga Sukarela 
yang siap untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh 
pasien tidak hanya dari peserta BPJS Kesehatan saja tetapi juga dari 
asuransi kesehatan lainnya maupun pasien umum juga” 
(Wawancara pada tanggal 20 Mei 2016) 
 
IV.2.2 Faktor Penghambat 
 Selain faktor-faktor yang bersifat mendukung dilaksanakannya kebijakan 
BPJS Kesehatan oleh BLUD RSUD I Lgaligo Kabupaten Luwu Timur, ada pula 
faktor-faktor yang sifatnya penghambat dari implementasi kebijakan tersebut. 
Beberapa diantaranya yaitu: 
1. Defisit Pendapatan/Penerimaan  
Pendapatan atau yang biasa disebut dengan penerimaan merupakan 
sesuatu hal yang sangat penting karena hal tersebutlah yang membuat 
instansi atau organisasi tetap survive. Sama halnya dengan BLUD RSUD I 
Lagaligo Kabupaten Luwu Timur, pendapatan sangat menentukan kualitas 
pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien peserta BPJS 
Kesehatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari rumah sakit tersebut dapat 
diketahui bahwa pendapatan jasa layanan pasien JKN/ BPJS Kesehatan 
pada tahun 2014 untuk target adalah Rp.15.641.803.157 dan terealisasi 
sebesar Rp.16.538.393.286 sedangkan pada tahun 2015 untuk targetnya 
adalah Rp.21.965.722.598 dan hanya terealisasi sebesar Rp.20.061.467.317 
(data sekunder dari BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur). Data 
diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2015 telah terjadi defisit 
pendapatan sebesar 1.904.255.281 yang merupakan selisih pengurangan 
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dari pendapatan yang ditargetkan dan yang terealisasikan. Selain 
pendapatan secara keseluruhan, defisit pendapatan juga ditemukan pada 
salah satu bagian poli yang ada di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu 
Timur yaitu Poli Obygn yang keterangannya diperoleh berdasarkan hasil 
wawancara yang dilakukan dengan Bapak AA yang mengatakan bahwa: 
“Kalau surplus penerimaan di rumah sakit ini paling tidak saling 
mengimbangi, tetapi kalau seperti di Poli Obygn jarang mengalami 
surplus bahkan tidak pernah, melainkan defisit terus. Tetapi 
diimbangi dari pelayanan lain seperti Poli Interna dan bagian 
Bedah” 
(Wawancara pada tanggal 21 Mei 2016) 
2. Adanya Batasan Pada Beberapa Ketentuan 
Batasan yang dimaksud di dalam penerapan kebijakan BPJS Kesehatan 
di penelitian ini diantaranya yaitu dari segi penggunaan obat-obatan yang 
harus disesuaikan dengan INA-CBGs dan waktu penerbitan SEP bagi pasien 
peserta BPJS Kesehatan. Adapun uraian pembahasannya sebagai berikut: 
1. Penggunaan obat-obatan yang harus disesuaikan dengan INA-CBGs 
Persoalan yang sering dihadapi di lapangan adalah rumah sakit saat 
ini diberi otonomi pengadaan obat dan pihak rumah sakit dibayar 
klaimnya sesuai dengan paket yang disepakati dalam INA-CBGs. Dan 
obat-obatan yang digunakan sebagian besar adalah obat generik dan 
obat generik berlogo. Yang sedianya disusun melalui formularium obat 
nasional dan bisa diakses melalui e-katalog. Hal ini seperti yang tertera di 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Jaminan Kesehatan Nasional Bab IV terkait Pelayanan Kesehatan, 
Bagian Penyediaan Obat  yang isinya: 
“Penyediaan obat di fasilitas kesehatan dilaksanakan dengan 
mengacu kepada Fornas dan harga obat yang tercantum dalam e-
katalog obat. Pengadaan obat e-katalog menggunakan mekanisme e-
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purchasing, atau bila terdapat kendala operasional dapat dilakukan 
secara manual. Dalam hal jenis obat tidak tersedia dalam Fornas dan 
harganya tidak terdapat dalam e-katalaog, maka pengadaannya dapat 
menggunakan mekanisme pengadaan yang lain sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku” 
 Penerapan penggunaan obat generik yang merupakan ketentuan 
dariINA-CBGs ini kemudian menimbulkan komplain dari pihak pasien dan 
juga rumah sakit. Hal ini dapat dilihat dalam hasil wawancara berikut ini: 
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh keluarga dari Ibu SR, 
yang menyatakan bahwa: 
“Saya itu mau dibilang kesal tidak juga, mau di bilang tidak tetapi 
kesal juga. Ya soalnya istilahnya BPJS obatnya seperti antalgin, 
parasetamol, dan ampisilin. Sedangkan untuk penyakit gula tidak ada 
obat paten lah dan yang cocok justru obat mahal bukan obat generik. 
Terus untuk mendapatkan obatnya juga harus beli sendiri di apotek 
yang ada di luar rumah sakit karena rumah sakit tidak menyediakan” 
(Wawancara pada tanggal 20 Mei 2016) 
 
 
Sedangkan menurut keterangan yang diberikan oleh Bapak AA yang 
menyatakan bahwa: 
“…kendala yang biasa dihadapi adalah terkait perubahan-perubahan 
yang sewaktu-waktu bisa berubah tanpa adanya pemberitahuan 
terlebih dahulu, nanti setelah terjadi baru disampaikan begini 
aturannya, jadi tidak ada penyampaian sebelumnya kesini. Seperti 
kasus penggunaan obat, ada beberapa obat yang tidak bisa 
digunakan di BPJS Kesehatan tetapi rumah sakit sudah 
menggunakannya karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. 
(Wawancara pada tanggal 21 Mei 2016) 
 
2. Waktu Penerbitan SEP 
Surat Elegibilitas Pasien (SEP) merupakan salah satu syarat yang 
harus dimiliki oleh pasien peserta BPJS Kesehatan apabila biaya 
pengobatannya ingin ditanggungkan oleh pihak BPJS Kesehatan. Hal ini 
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sesuai dengan yang tertera di dalam Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Nasional, Bab IV terkait Pelayanan Kesehatan, 
Bagian Ketentuan Umum, pada poin 10 yang isinya: 
Status kepesertaan pasien harus dipastikan sejak awal masuk 
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Bila pasien 
berkeinginan menjadi peserta JKN dapat diberi kesempatan untuk 
melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta JKN dan 
selanjutnya menunjukkan nomor identitas peserta JKN selambat-
lambatnya 3 x 24 jam hari kerja sejak yang bersangkutan di rawat 
atau sebelum pasien pulang (bila pasien dirawat kurang dari 3 hari). 
Jika sampai waktu yang telah ditentukan pasien tidak dapat 
menunjukkan nomor identitas peserta JKN maka pasien dinyatakan 
sebagai pasien umum. 
 
Hal inilah yang kemudian oleh pihak rumah sakit dianggap sebagai 
penghambat diterbitkannya SEP beberapa pasien yang ada di BLUD 
RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur sehingga klaimnya tidak 
dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Seperti keterangan yang diberikan 
oleh Bapak B selaku KTU yang mewakili Direktur BLUD RSUD I 
Lagaligo Kabupaten Luwu Timur, yang menyatakan bahwa: 
 
“Sebenarnya tidak ada data pasti yang bisa kami tunjukkan untuk 
kasus ini, hanya saja berdasarkan keluhan dari beberapa pasien 
yang kami dapatkan pada saat evaluasi yang diadakan oleh rumah 
sakit. Itu dilatarbelakangi karena waktu pengurusan SEP yang dinilai 
hanya 3 x 24 jam itu tidak cukup. Karena seperti ini apabila ada 
pasien kecelakaan, yang masuk ke rumah sakit lalu tidak diketahui 
identitasnya, itu agak sulit, karena hal yang harus dilakukan adalah 
mencari identitas pasien tersebut untuk selanjutnya diuruskan status 
kepesertaannya demi mendapatkan pelayanan di rumah sakit ini. 
Sedangkan waktu yang diberikan untuk mengurus data-data pasien 
tersebut untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan hanya 3 x 24 jam 
sampai bisa diterbitkan SEPnya. Jadi terkadang kalau kepengurusan 
berkasnya terlambat, pasien hanya akan dinyatakan sebagai pasien 
umum” 









  Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian 
maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan dua permasalahan 
penelitan yang ada pada rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 
1. Implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo 
Kabupaten Luwu Timur sudah berjalan dengan semestinya, tetapi 
belum menyentuh ke dalam pencapaian keberhasilan sesuai dengan 
teori yang dikemukakan oleh Randall B. Repley dan Grace A. Franklin 
melalui tiga pendekatan. Berdasarkan pendekatan yang pertama yaitu 
tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, dapat diketahui 
bahwa BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur telah taat 
melaksanakan kewajibannya sebagai mitra dari BPJS Kesehatan 
yaitu mematuhi segala persyaratan yang telah ditentukan di dalam 
MoU atau Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dan didalam 
pemenuhan syarat tersebut tidak ditemui kendala atau masalah. Hal 
tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator seperti pemenuhan 
persyaratan sebagai mitra BPJS Kesehatan yang telah dilakukan, 
ketaatan pelaporan klaim yang selalu tepat waktu, dan ICP rumah 
sakit yang mengikuti INA-CBGs dalam pelayanan kesehatan kepada 
pasien peserta BPJS Kesehatan. Sedangkan pada pendekatan yang 
kedua yaitu kelancaran rutinitas fungsinya di BLUD RSUD I Lagaligo 
Kabupaten Luwu Timur semenjak diterapkannya kebijakan BPJS 
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Kesehatan tidak cukup baik. Hal tersebut dapat di lihat dari beberapa 
indikator yaitu kecepatan proses pelayanan kesehatan dan proses 
pelayanan kesehatannya yang penuh dengan hambatan. Untuk 
kecepatan proses pelayanan kesehatan, ada beberapa pasien yang 
merasa puas namun di sisi lain ada juga merasa tidak puas. Selain itu 
untuk proses pelayanan kesehatannya masih menemui beberapa 
kendala atau hambatan diantaranya seperti salah satu bagian rumah 
sakit yaitu Poli Obygn yang setiap tahunnya selalu mengalami defisit 
pendapatan sebesar Rp.600.000.000 setiap tahunnya, keterlambatan 
penerbitan Surat Elegibilitas Pasien (SEP) peserta BPJS Kesehatan. 
Sedangakan berdasarkan pendekatan yang ketiga yaitu terkait 
terwujudnya dampak yang dikehendaki dapat diketahui melalui 
indikator tingkat kepuasan pasien yang cukup baik walaupun ada juga 
pasien yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan 
oleh rumah sakit. Sedangkan untuk tingkat kepuasan rumah sakit 
(BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur) terkait penerapan 
kebijakan BPJS Kesehatan ini, tidak begitu mendapatkan respon yang 
positif dari beberapa petugas rumah sakit dan hal tersebut terlihat dari 
hasil wawancara dengan pihak rumah sakit yang menjadi informan 
terkait. Sedangkan untuk pendapatan rumah sakit terkait penerapan 
BPJS Kesehatan diketahui yaitu secara keseluruhan seimbang tetapi 
ada bagian seperti Poli Obygn yang mengalami defisit pendapatan 
setiap tahunnya, walaupun secara keseluruhan rumah sakit pada 
tahun 2014 mengalami surplus pendapatan dan pada tahun 2015 
mengalami defisit pendapatan.  
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2. Secara umum beberapa catatan kunci dan hasil dari temuan di 
lapangan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 
kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten 
Luwu Timur adalah sebagai berikut: 
a. Faktor pendukung antara lain yaitu tersedianya sarana dan 
prasarana serta tenaga kesehatan yang menunjang pelaksanaan 
kebijakan BPJS Kesehatan di BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten 
Luwu Timur. 
b. Faktor Penghambat antara lain yaitu defisit 
pendapatan/penerimaan dan adanya batasan pada beberapa 
ketentuan seperti penggunaan obat-obatan yang harus 
disesuaikan dengan INA-CBGs dan waktu penerbitan SEP. 
V.2 Saran 
 Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu, antara lain: 
1. Untuk langkah selanjutnya terkait kasus klaim beberapa pasien yang 
tidak dibayarkan karena masalah keterlambatan penerbitan SEP yang 
disebabkan karena waktu pengurusannya terlalu singkat untuk 
menangani kasus pasien yang kompleks dan kasus defisit 
pendapatan yang dialami pada bagian poli Obygn yang ada di rumah 
sakit sebaiknya pihak BLUD RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur, 
sebaiknya dibicarakan dengan pihak BPJS Kesehatan untuk 
selanjutnya dicarikan solusi atau jalan keluarnya.  
2. Untuk kasus ketidakpuasan beberapa pasien BPJS Kesehatan 
terhadapa pelayanan yang diberikan oleh BLUD RSUD I Lagaligo 
Kabupaten Luwu Timur, dapat dilakukan monitoring secara lebih 
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intensif yaitu bisa dengan melakukan pertemuan dengan pihak pasien 
yang mengajukan komplain untuk mencari tahu permasalahan yang 
terjadi, dan kemudian dicarikan solusi serta membuat bahan evaluasi 
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